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BAB I
PENDAHULUAN

Pelayanan pemerintah yang berkualitas, sangat
diperlukan guna mengimbangi peningkatan kondisi sosial,
ekonomi serta kesadaran masyarakat dalam bernegara.
Kesadaran tersebut berdampak kepada keinginannya untuk
mendapatkan hak dan kewajiban yang seimbang sebagai
warga negara, apalagi bagi masyarakat yang bermukim di
kawasan perkotaan, dimana permasalahan kehidupan sudah

Tugas pemerintah secara filosofis adalah untuk
melayani kepentingan dan memenuhi kebutuhan rakyat.
rakyat diakomodasikan dan diagregasikan dalam proses
yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Pemerintah melayani
rakyatnya melalui rangkaian aktivitas produksi, distribusi,
pemasaran, pelayanan dan pengendalian berbagai kebutuhan
rakyat baik dalam bidang publik servis, civil servis maupun
bidang steering servis. Rakyat vang berkepentingan,
suatu hubungan antara janji dan percaya. Sepanjang proses
pemenuhan kebutuhan itu rakyat menilai, mengevaluasi dan
mcmbeﬁkansikapdanprilakumasymkmbaikswara
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Dari hasil pengamatan selama xm,m;

e ulan ket PRt

dmbanyaknyakeluhanmmymilmt msmdmdau elalu
media massa yang ditujukan kepada Pemerintah Kota, seperti
layanan pengurusaan SITU, pengurusan IMB, ijin galian C,
pengurusan KTP, ijin trayek, ijin apotik, dan lain sebagainya
mg.ﬁdaksemaidenganprosedurdanmkajayang
sebenamnya. AU
deﬂsukmkmymdmﬁkh-ﬁﬂmamymg
dijumpeai dilingkungan pemerintahan pada umumnya, banyak
fakto:ymgmcnyehabhnhnlmspeluymmas:hmndah
mmmmwwm
terlalu besar. Hal ini terlihat dari panjangnya prosedur kerja
yang harus dilalui, sehingga memerlukan waktu yang terlalu
lama; persoalan-persoalan yang seharusnya mudah
dmelesaikmmen,aduangatsuln ; jalur hierarki yang terlalu
panjang ; rentang kendali atau mekanisme pengendalian yang
terlalu lebar ; informasi yang masuk tidak cepat ditanggapi
untuk diketahui dan diatasi ; kurangnya koordinasi antara unit
atau bagian ; dan juga pembagian kerja yang kurang jelas.
adasan'gatbenrtetapldmgmkemampmnyangterbatas.
ﬁmmm&dﬂ&dmpanbmmeﬁmf

Dalmnkmym,wsuumasyard:atyansmdaym
birokrasi, sikap dan prilaku yang tidak bersedia melayani
masquhtsewaadddqnmmmaMmasIhtampakdx
de@mdmmmmmw
pdaymymgbalebﬂmpachpamggungjawahmfonml
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formal accountability) telah menyebabkan prosedur kerja
yang kaku dan lamban serta kurang responsif. Formalistik
merupakan salah satu ciri birokrasi di negara berkembang,

yang digariskan. Kenyataan dan fakta-fakta tersebut,
berbelit-belit, tidak efektif dan efisien, sertamemerlukan waktu
dan biaya yang cukup tinggj.

Beberapa hambatan yang biasanya dikeluhkan oleh
masyarakat yang ingin mengurus perizinan yaitu: (a). Biaya
perizinan, biaya pengurusan izin sangat memberatkan bagi
pehhxusa!mkecil.b&myabiayaperizimseringhli tidak
Iransparan, penyebab besarnya biaya disebabkan karena
pemohon tidak mengetahui besar biaya resmi untuk
pengurusan izin, dan karena adanya pungutan liar. (b). Waktu,
waktu yang diperlukan mengurus izin relatif lama karena
prosesnya yang berbelit, tidak adanya kejelasan kapan izin
setempat. (c). Persyaratan, persyaratan yang sama dan diminta
secara berulang-ulang untuk berbagai Jenis izin, persyaratan
Mbkmﬁdaktamdiadmtendapmbebempa persyaratan
yang tidak dapat dipenuhi khususnya oleh para pengusaha
kecil.

untuk lebih efisien, efektif dan inovatif terutama dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 3
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kebutuhan masyarakat semakin luas dan kompleks. Pada

dasamya pemerintah adalah milik masysrskot yang mempunyai
fumgsi dan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat,
dan masyarakat adalah mitra kerja vang mendapatkan
pelayanan tersebut. Pada kenyataannya unit kerja publik
tersebut masih belum optimal dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya, terutama pelayanan masyarakat.

Dari sisi masysmkat, murah berarti biays yung wajar
dan dapet diverifikasi. Kepastian waktu merupakan elemen
penting lainnya yang diharapkan masyarakat dari pemerintah.
Kepastian tersebut mencakup lamanya waktu yang dibutuhkan
untuk proses pengurusan serta kapen izin dapat dikeluarkan.
Lamanya pengurusan izin scharusnya diketahui oleh para
pemohon schingga bermanfaat bagi proses perencanaan dan
penjadwalan mereka, dan pemerintah scbagai penyedia

Persturin Menteri Dealam Negeri nomor 20 tahun 2008 tentang
pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan
terpadu di dacrah. Hal ini untuk menjawab keinginan
masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang lebih baik

Pembentukan organisasi dan tata kerja unit
petayanan terpadu kota Manado dimulai pelaksanaanya pada

Pemberian [zin Mendirikan Banguncn
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tanggal 29 April 2009 dengan ditetapkannya peraturan
walikota Manado nomor 6 tahun 2009 tentang
Terpadu (BPPT) Kota Manado. Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Manado adalah salah satu solusi untuk
melaksanakan pelayanan, dengan sistem administrasi yang
dilakukan secara terpadu dibawah satu atap yang meliputi
1zin baru, perpanjangan, pendaftaran kembali maupun
perubahan, dalam hal pengurusan segala jenis perijinan antara
lain : bidang pelayanan I menyangkut (a). Surat izin tempat
usaha, (b). Izin gangguan (HO), (c). Izin tempat penjualan
minuman beralkohol dan (d). Izin reklame. Bidang pelayanan
Il menyangkut (a). Izin tata letak bangunan reklame, (b). Izin
mendirikan bangunan (IMB), (¢). Izin peruntukan penggunaan
tanah, dan (d). 1zin usaha jasa konstruksi.(IUJK). Bidang
pelayanan IIl menyangkut (a). Izin usaha rekreasi dan hiburan
umum, (b). Izin usaha hotel, (¢). Izin usaha restoran, dan (d).
[zin usaha rumah makan. Bidang pelayanan IV menyangkut
(a). Surat izin usaha perdagangan, (b). Izin usaha industri, (c).
Tanda daftar perusahaan, (d). Tanda daftar gangguan (e).
Tanda daftar industri, (f). Izin perluasan dan (g). Surat izin
usaha perdagangan minuman beralkohol. Dimana
kedalam empat bidang pelayanan, dipimpin oleh seorang
kepala badan berdasarkan pelimpahan kewenangan oleh
dibawah koordinasi Sekretaris Daerah yang bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

menarik untuk di telaah lebih lanjut menyangkut pemberian

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan -
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merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada
orang/badan untuk mendirikan suatu bangunan yang
dimaksudkan agar di desain dan dilaksanakan sesuai dengan
rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan garis
pantai dan koefisien dasar bangunan yang ditetapkan dan
sesuai dengan syarat — syarat keselamatan bagi yang
menempati bangunan tersebut.

Makna yang terkandung lebih dalam dari Izin
Mendirikan Bangunan bukan hanya terletak pada apakah
mwmmmmmmm
mgetsemmbangxmtelahmengmwngx izin. Akan tetapi
lebihdnnpadamdnmmpgludlpam bahwa pemberian
mnunmkmmdmkanbangunanpeﬂumcmalmmxbetapa
pmmyammhwmperkmmnymgdmm
dengan cepat terjadi perkembangan, kepadatan penduduk
yang perlu diperhatikan, penataan kawasan berdasarkan
mmmmmdanmmpmm&ymg
mendiami dan menggunakan bangunan tersebut dari bahwa
lingkungan dan alam yang ada sebagai perwujudan dari
tanggung jawab pemerintah dalam melindungi seluruh

‘Pertanyaan mendasar untuk digali lebih lanjut
mengenai penyelenggaraan perizinan khususnya pemberian Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) yang diharapkan dari
implementasi kebijakan yang ada sebagaimana mestinya
dalam organ pemerintahan, Dalam kaitannya dengan

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
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adanya Pelayanan Terpadu pemerintah daerah dapat
mengurus [zin Mendirikan Bangunan,
penyesuaian bangunan dengan lingkungan sekitarnya,
Mendidkanbangumnmah/tokodengantcrmmam
Rumah merupakan kebutuhan yang sangat krusial bagi
manusia, sedangkan toko merupakan bangunan untuk
melakukankegnmnberbm‘nemsbmmgyangdlb\mhhn
masyarakat. Pada dasarnya, setiap pengakuan hak oleh
seseorang terhadap suatu bangunan harus didasarkan bukti
ymghmdansahmemmlnﬂameh&ﬁmﬂs,m
pmphmdi!ndqmlnﬂnunmmgmiotjekhhmw
menjadi tidak sah. Sehingga dengan adanya sertifikat Izin
Mendirikan Bangunan akan memberikan kepastian dan
jaminan hukum kepada masyarakat.
PenerbimlziandiﬁkmMmothadm
PchymanPaizimnTapadubadasadmnPam:rmDauah

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan -
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Kota Manado Nomor 08 Tahun 2000. Sesuai data yang
Pelayanan Perizinan Terpadu dimana jumlah bangunan yang
ada di kota Manado sampai dengan tahun 2010 ini berjumlah
76.964 bangunan sementara yang telah memiliki Izin
Mendirikan Bangunan baru berjumlah 30.044 (39.04%)
bangunan sementara 46.920 (60.96%) tidak memiliki izin
mendirikan bangunan. Kenyataan berdasarkan data ini
memperlihatkan bahwa sebagian besar bangunan yang ada di
kota Manado dalam hal ini 60.96% belum atau tidak memiliki
izin mendirikan bangunan. Permasalahan ini di satu sisi
merupakan peluang yang besar bagi pemerintah untuk
mendapatkan pendapatan asli daerah dan di sisi lainnya ini
juga merupakan tantangan bagi pemeérintah kota untuk
kebijakan pemerintah yang mengharuskan adanya izin

Permasalahan lainnya yang cukup menarik
sehubungan dengan izin mendirikan bangunan adalah bahwa
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) kota Manado
berdiri pada tahun 2009 dimana sebelum badan ini berdiri
ditangani oleh Dinas Tata Kota: Data yang diperoleh sampai
dengan bulan september 2010 dimana penanganan yang
penurunan pada saat di tangani oleh BPPT dibandingkan saat
ditangani oleh Dinas Tata Kota sebagaimana data yang
diperoleh dari BPPT Kota Manado bahwa pengurusan IMB
tahun 2008 : 1,638 (lama) 155 (baru); 2009 : 1,319 (lama)

Pemberian lzin Mendirikan Bangunan
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120 (baru) dan 2010 : 689 (lama) 368 (baru). Permasalahan
ini bagi peneliti dianggap sebagai suatu keunikan, sebab jika
mengacu pada kebijakan pembentukan Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Manado yang diharapkan selain untuk
meningkatkan efektivitas pelayanan, ketepatan waktu dan
profesionalisme, memberikan kepastian pelayanan perizinan
sertamembentuk sumberdaya yang profesional dalam melayani
perizinan juga diharapkan dapat meningkatnya jumlah
permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam
penerbitan perizinan yang diperhadapkan dengan
permasalahan biaya, waktu dan persyaratan sebagai gambaran
terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah
kota melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, demikian
pula halnya dengan masih banyaknya bangunan yang ada di
Kota Manado yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan
pengurusan izin mendirikan bangunan.

Kenyataan tersebut diatas memperlihatkan
bagaimana Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado
didalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak berjalan
dengan baik. Permasalahan yang berhubungan dengan
kurangnya pegawai yang melayani dimana dari empat loket
yung tersedia namun hanya dua pegawai yang melayani,
oleh satu bagian dimana badan ini melayani sembilan belas
tim analisis menunjukkan bahwa pengorganisasian sumber
dayn yang ada belum berjalan dan tertata dengan baik.

Pemherian Izin Mendirikan Bangunan
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Permasalahan yang berhubungan dengan terjadinya
hkmm.dm@kmﬁsmmdspdmdapkankcpada
sebagian besar pegawai menyangkut apa yang harus
d:hknkm;pehymnymgnﬁhbusiﬁnmnlolehm

parapenyelenggara dalam hal ini pegawai yang ada di Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu belum sepenuhnya mengerti dan
memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan
masyarakat serta pentingnya badan ini dibentuk untuk
melayani masyarakat dalam pengurusan perizinan di kota
Manado sebagai bentuk belum menginterpretasikan tugas dan
tanggung jawabsertaanmnatdaﬂkebuakanpanbmmkm
badan tersebut.

" Sununmadxﬁhatdmadmyapmikmhlayayang
melebihi ketentuan yang ada, penyelesaian yang tidak sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan dimana ada yang selesai
hanya dua hari namun ada yang sudah enam puluh hari belum
selesai juga sementara berdasarkan SOP waktu pelayanan
1zin Mendirikan Bangunan maksimal 10 hari kerja, disiplin
melayani di saat jam kerja, perilaku yang tidak ramah dan
menunjukkan sikap yang arogarisi serta acuh tak acuh, tidak
berjalannya sosialisi pentingnya pengurusan izin; terjadinya
penyalagunaan perizinan yang antara lain permohonan izin untuk
rumah tinggal satu lantai akan tetapi dalam pembangunannya

Agt!

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
10 oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado



Implementasi Kebijakan

lebih Mmuluml(mym:mmanperh'lnkmhmmm
aplikasi atau pelaksanaan dari tugas dan fungsi badan yang
belum berjalan dengan baik.

Kenyataan lainnya juga yang merupakan
permasalahan yang perlu di perhatikan dimana dari data
60.96% belum atau tidak memiliki izin mendirikan
Kondisiitﬂmmunjuldmnbempalemhnyapmm
didalam melakukan pengawasan. 60.96% bangunan yang ada
di Kota Manado tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
Pemerintah daerah berkewajiban untuk pengaturan dan
Mlmmwmbmmmbldxmﬂﬂdizinmw
pembangunan maupun pemanfaatannya tidak sesuai dengan
yang terterah dalam izin mendirikan bangunan vang telah
dikeluarkan oleh pemerintah.

Keempat permasalahan besar ini menunjukkan
Imhwanmsalahymgdisomtdalampmeliﬁminilayakm
diﬁxhkhjtﬁnnhltﬁmnmpunﬁﬁmilnﬂahbam
tiduk di temukannya akar permasalahan serta solusi untuk
nmyéi&mikmakmmengah’bmkmﬁddctempainyanﬁum
dari kebijakan pembentukan Badan Pelayanan Perizinan
lerpadu di Kota Manado dan penerbitan izin mendirikan
bangunan. Mendasari semuanya itu penulis memiliki
peﬁnnyaanapaymgsebenamyatajadidandi!ndapiokh
Hindan PchymPuizimTapadukomMamdo.bagﬁnm
whuumyamelmn‘snepenerbimmdiﬁkmbmm
tcmmkdidalmyapmmmnpmﬁbmbangm
Kchadiran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)
sehenarnya diharapkan agar penerbitan perizinan dapat

V'emherian Izin Mendirikan Bangunan
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teratasi termasuk didalamnya terjadi peningkatan dalam
seharusnya diperbaiki oleh aparat yang dipercayakan untuk
menangani dan mengabdikan dirinya kepada masyarakat
dalam penerbitan izin. Kemampuan di dalam
setiap program kerja serta tugas dan tanggung jawab
seharusnya akan membawa kepada tercapainya tujuan dari
pembentukan badan ini.

~ " Untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan
dalam hal ini pembentukan badan pelayanan ini, pemerintah
seharusnya melakukan tindakan yang berupa penghimpunan
dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki melalui metode
yang telah ditentukan yang terlihat dalam pembagian pekerjaan
dalam struktur organisasi yang mengarah pada upaya

mewujudkan kebijaksanaan sesuai dengan apa yang menjadi
tujuan atau sasaran melalui penataan sumber daya, unit-unit

serta metode untuk menjadikan program berjalan. Yang
dapat memberikan pemahaman secara lengkap, tepat, dan
jelas baik kepada masyarakat yang akan dilayani maupun
kepada pegawai itu sendiri dalam memberikan pelayanan
yang berdampak pada pemberian pelayanan, kepuasan
sesama anggota atau kelompok, dan keterlibatan instansi
terkait lainnya.

: Maksud dari penerbitan buku ini adalah untuk
pahb&imia‘nnmdhﬂmbmgtmoleh&&n?daym

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
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Implementasi Kebijakan

I'erizinan Terpadu Kota Manado yang untuk selanjutnya

dilumpkan memperoleh konsep baru bagi pengembangan ilmu
ndministrasi publik.

Selain itu diharapkan dapat memberikan kegunaan
yuitu :

0.  Akademik, diharapkan dapat menjadi sarana untuk
mengembangkan kemampuan pemahaman, penalaran dan
pengalaman penulis serta dalam konteks ilmu administrasi
publik diharapkan dapat memperkuat dan
mengembangkan konsep dan teori yang berkaitan dengan
implementasi kebijakan publik.

b.  Praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi
pemerintah daerah Kota Manado dalam penanganan
permasalahan yang berhubungan dengan implementasi
kebijakan pemberian izin mendirikan bangunan.

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 4
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BABII
Implementasi Kebijakan Publik

Implentasi Kebijakan merupakan suatu kajian
mengenai studi kebijakan yang mengarah kepada proses
pelaksanaan dari suatu kebijakan. Definisi dan konsep
kebijakan publik diatas hanya akan menjadi sebuah konsep
ketika kebijakan yang dibuat tidak dapat diimplementasikan.
Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu
proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan
politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai
implementasi memegang peranan yang sangat penting.
publik yang telah diambil oleh pejabat politik maupun
melibatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan negara.
bahasa Inggris “fo implement ", yang artinya pelaksanaan
dan penerapan (Adiwisastra, 2008). Hill and Hupe (2002:3-
4) dalam Pranoto (2005:45) dan Pressman and Wildavsky
(1984:xxi) yang merumuskan secara pendek bahwa “fo
implement " atau mengimplementasikan berarti “fo provide
the means of carring out " atau menyediakan sarana untuk
melaksanakan sesuatu; “fto give practical effect to”
malimbulkandampakamuakibattedudapmmm

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
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Implementasi Kebijakan

accomplish, to fulfill, to produce, to complete, Pressman
and Wildavsky (1984:xxi) mengatakan bahwa kata
implementasi disamping sebagai kata kerja (verb) juga harus
mempunyai sebuah obyek (object) yaitu kebijakan (policy).
Jadi pada dasamya implementasi adalah melaksanakan sesuatu
dalam hal ini kebijakan yang dapat menimbulkan sesuatu
mmggumkmmmmknnl&mﬁmnkebijahn

tersebut.

Mempelajari implementasi kebijakan publik sangat
krusial dan komplek dalam prespektif administrasi publik dan
kebqakmpuhhk.halmnbukmtandengmaspekkebmkm
maa:dinymgndakwdepashuhmyadengmbabagm
kelembagaan dalam suatu sistem pemerintahan dan aspek
masyarakat sebagai objek kebijakan, sebagaimana

dikemukakan oleh Edwards I11, (1980:1), bahwa:

The study of public policy implementation is
crucial for the study of public administration and
public policy. Policy implementation, as we have
seen, is the stage of policy making between the
establisment of a policy - such as the passage of
alegislative act, the issuing of an executive order,

the handing down of judicial decesion, or the
promulgation of a regulatory rule — and the

consequences of the policy of the poeple whom
it affects.

Pendapat Edwards [11 ini juga menegaskan bahwa
diantara tahapan penyusunan/formulasi kebijakan dan tahap
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merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak
kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik,
Edward IIl mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni:
1) What is the precondition for successful policy
implementation ?
2) What are the primary obstacles to successful
policy implementation ?

Pertanyaan mendasar diletakkan pada apakah yang
yang menjadi faktor penghambat utama bagi keberhasilan
implementasi kebijakan. Untuk dapat mengkaji dengan baik
atau faktor-faktor penentunya. Untuk menggambarkan secara
jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting
terhadap implementasi kebijakan publik serta guna
penyederhanaan pemahaman, Edwards III (1980)
berpendapat dalam model implementasi kebijakannya bahwa
keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-
faktor sebagai berikut:

1. Bureaucraitic structure(struktur birokrasi)

2. Resouces (sumber daya)

3. Disposisition (sikap pelaksana)

4. Communication (komunikasi)

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
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Implementasi Kebijakan

Gambar 2.1
Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Imp
Communication

Structure

Sumber : George 111 Edward :implemeting public policy. 1980

Jones (1994 : 12) mengartikan implemntasi
kebijakan sebagai “getting the job done and doing it”.
Penegertian ini merupakan pengertian yang sederhana, tetapi
tidak berarti bahwa implementasi merupakan suatu proses
kebijakan yang dapat dilaksanakan dengan mudah, Dalam
pelaksanaannya, menurut Jones menuntut adanya syarat antara
lnin adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan
organisasional. Lebih lanjut Jones (1994 : 13) merumuskan
batasan inplementasi sebagai “ a process off getting
wdditional resources so as to figure out what is to be done "'
Dimana implemntasi kebijakan publik merupanan proses
mendapatkan sumberdaya tambahan, sehingga dapat
diperhitungkan apa yang harus dikerjakan. Pendapat Jones
ini setidaknya mengisyaratkan dua bentuk tindakan yang
berurutan. Pertama, merumuskan tindakan' yang akan
dilukukan. Kedua, melaksanakan tindakan apa yang telah

I'emberian Izin Mendirikan Bangunan 17
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dirumuskan tadi. Implementasi dimaksudkan bahwa
menjadi tujuannya seperti yang telah dirumuskan maka
kebijakan publik perlu dipersiapkan dengan baik.

: 1). Organization; 2). Interpretation; 3). Aplication
Pengorganisasian ( Organization) berhubungan
dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya,
unit - unit serta metode — metode yang mengarah pada upaya
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Interpretasi
(Interpretaton) merupakan aktivitas penterjemahan,
aplikasi (Aplication) berhubungan dengan ketentuan rutin
dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.
‘Untuk dapat mencapai maksud seperti tersebut

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
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publik menekankan pada tindakan baik yang dilakukan oleh
pihak pemerintah maupun individu, kelompok atau pihak
swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan pada dasarnya juga
mengukur akan keberhasilan atau kegagalan suatu hasil
kebijakan yang secara nyata dilaksanakan dilapangan oleh
para implementator dan bagaimana dampaknya terhadap
masyarakat maupun stakeholder-nya, sebagaimana
dikemukakan oleh Saefullah (2007:39):

“...pada tingkat pelaksanaan kebijakan menyangkut

bagaimana atau sejauhmana suatu kebijakan bisa

dilaksanakan dalam dunia nyata ...... pemahaman
oleh aparat lembaga dan aparat pelaksana, tetapi
sasaran kebijakan”.

Implementasi kebijakan ini merupakan fungsi dan
tugas administrator publik dalam mengaplikasikan lebih lanjut
kebijakan yang telah ditetapkan oleh para perumus kebijakan
(policy maker) tersebut, yang suka tidak suka bagi para
iciministrator harus menjalankanya, sebagaimana ditegaskan
uleh Pfiffner and Presthus, (1960:4) dalam Syafiie (1999:24),
“Public administration involves the implementation of
public policy which has been determine by reprensentative
political bodies ". Administrator mempunyai tugas secara
nkuntabilitas dan responsibitas setiap kebijakan yang
dinmanatkan untuk diimplementasikan secara nyata terhadap
musyarakatnya.

Pemberian Jzin Mendirikan Bangunan
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Sejalan dengan pemikiran tersebut Van Meter and
Van Hom, (1975 :447) menegaskan secara ekplisit pengertian
pelaksanaan kebijakan sebagai berikut :
“...policy implementation encompasses those
actions by public or private individuals (or
groups) that are directed at the achievement of
objectives set forth in prior policy decisions. This
includes both one-time efforts to transform
decisions into operational terms, as well as
continuing efforts to achieve the large and small
changes mandatud by policy dtclﬂons

Mengncukepadnpa:dapmeMeuMVmHom.
diartikan bahwa Implementasi Kebijakan merupakan suatu
kegiatan dalam proses kebijakan yang meliputi berbagai
tindakan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun
kelompok masyarakat yang diarahkan untuk mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan. Inti dari pengertian ini
bahwa keputusan - keputusan yang telah dirumuskan diubah
menjadi tindakan — tindakan nyata untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan oleh pengambil keputusan.

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn menawarkan
suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara
isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual
yang menghubungkan kebijakan dengan kinerja kebijakan.
Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa perubahan,

yang perlu dikaji dalam hubungan ini ialah :

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
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1) Hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam
mengenalkan perubahan dalam organisasi

2) Seberapa jmhkmtmgkateﬁkqﬁm mekanisme-
mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur,
masalah ini menyangkut kekuasaan dari pihak
yang paling rendah dalam organisasi yang
bersangkutan.

3) Seberapa pentingkah rasa keterikatan masing-
masing orang dalam organisasi (masalah
kepatuhan),

Dari pandangan tersebut maka Van Horn dan Van
Meter (1975:462) membuat tipologi kebijakan yaitu : Jumlah
masing-masing perubahan yang akan tejadi, Jangkauan atau
lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak
yang terlibat dalam proses implementasi. Alasannya
dikemukakannya hal ini ialah bahwa proses implementasi itu
nkan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam
itu. Hal lain yang dikemukan mereka bahwa yang
menghubungkan kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh
sejumlih variabel bebas yang saling berkaitan yaitu Ukuran
dun tujuan kebijakan, Sumber-sumber kebijakan,
Nomunikasi antar organisasi, Ciri Badan Pelaksana, Sikap
parn pelaksana, Lingkungan ekonomi, sosial, politik.

Pumberian [zin Mendirikan Bangunan 2
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. Gambar22
A Model of the Policy Implementation Process -

Sumber: DS. Van Meter and Van Horn (1975:463)

 Hal ini menunjukan bahwa peran administrator publik
akan menentukan berjalan atau tidaknya suatu kebijakan yang
Mdﬁmﬂmdmdnhkmohhpn_pdkym,m

oleh para administrator publik melalui pendekatan yang
kondusif dan intensif, sebagaimana dikemukakan oleh
Saefullah (2007:39), bahwa: “Oleh karena itu langkah awal
agar kebijakan yang bersangkutan diketahui, dimengerti, dan
diterima oleh semua pihak yang bersangkutan”. Peran
secara persuasif akan menunjang terhadap terealisasinya
pemerintah dengan baik dan lancar. :

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
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lmplemem;si Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses
penyatuan dari berbagai unsur untuk mendapatkan hasil dari
program yang telah dibuat, proses ini berlangsung secara
fleksibel untuk mencapai penyesuaian — penyesuaian diantara
unsur yang mendukung proses implementasi dalam rangka
nmcapaiﬂqjmnprogmm.MmmﬁmdanSabaﬁa(l%),
mendefinisikan implementasi sebagai upaya melaksanakan
keputusan kebijakan, sebagaimana pendapat mereka :

“Implementation is the carrying out of basic
policy decision, usually incorporated in a statute
but wich can also take the form of impaortant
executives orders or court decision. Ideally, that
decision identifies the problem(s) to be pursued,
and, in a vaiety of ways, ‘structures’ the
implementation process ",

Implementasi program adalah upaya dari beberapa
pengambil kebijakan untuk mempengaruhi perilaku para
birokrat pada level terdepan (street level beureaucrats) agar
dapat memberikan pelayanan atau mengatur perilaku satu atau
beberapa target groups (Mazmanian dan Sabatier, 1983 :
I1). Menurut model ini implementasi kebijakan dapat
diklasifikan ke dalam tiga variable yaitu ;

a) Variabel independen.

b) Variabel intervening.

¢) Variabel dependen 2
Variabel independen : yaitu mudah-tidaknya masalah
dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan
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seperti apa yang dikehendaki. Variabel intervening : yaitu
variable kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses
implemennnidanpnindikmwejelmndlnkonsimi
mwwmwwm
mwwmmmm
padmnmpejnhupdnhudmkmh&nnkepadapihk
MWMWWWMM
mmmmmmmm
mmmmmmmmw
dcpaﬂen:yaimmapandul-nptmimplemenmidmgm
mmmwumw
dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan
objek.hnsilnyau.pemimmmluﬂnynumb\ndm
aklﬁmynmmhkepdarevisimkebﬁdmmdib\m
mmmmmmmmam
ini:
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Implementasi Kebijakan

Gambar 2.3
Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmaian
dan Paul A. Sabatier

Palley Implementation Framework (PIF)
Metacisl Variables .

% Recrutmantof
& ke scabn o ancin

AT
T Fommal accesd by
"k

)

Five Sanges (Dependent verieblas) in the implamantation Process

Sumber: Mazmanian, Daniel and Paul A.Sabatier (1983:22)

Sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku
Sabatier di atas memperlihatkan harus adanya suatu
sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Peran administrator
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dalam mensosialisasikan setiap kebijakan seyogyanya harus
ditunjang dengan pengetahuan dan kemampuan yang
memadai. Sebagaimana dikemukakan oleh Grindle (1980:6),
bahwa: ;
“In general, the task of implementation is to
establish a link that allows the goals of publics
policies to be realizied as outcomes of
governmental activity. It involves, therefore, the
creation of “a policy delivery system”, in which
specific means are designed and persued in the
expectation of arriving at particular ends”'.

Kemampuan dan pengetahuan administrator untuk
menjembatani setiap implementasi kebijakan yang
dilaksanakan pemerintah dalam setiap programnya, akan
berjalan sesuai dengan yang diharapkan, keterkaitan suatu
kebijakan dengan program yang diimplementasikan oleh
pemerintah sebagai fungsi implementatomya, lebih lanjut di
tegaskan oleh Grindel (1980:7), bahwa:
“In addition, because policy implementation
considered to depend on program outcomes, it is
difficult to saparate the fate of policies from that
of their constituent programs.... lts success or
Jailure can be evaluated in terms of the capacity
actually to deliver programs as designed. In turn,
overall policy implementation can be evaluated
by measuring program outcomes against policy

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
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melalui pemikirannya yang terkenal yaitu Implementation as
A Political and Administrative Proces dimana ide dasamya
implementasi kebijakan dilakukan dan keberhasilannya
ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan
tersebut.

Marille S Grindle (1980 : 5) lebih lanjut
nummbdmpmgthmkebahmﬂanhpbm
kebijakan dapat ditentukan oleh dua hal, yaitu oleh isi
kebijakan (content of policy) dan konteks (context of
podicy)i i

Isi kebijakan, mencakup hal-hal sebagai berikut :

@) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan (/nterst
Affected)

b) Jmismuﬁalymgakandilnsﬂlm(nped&nqim)

¢) Derajat perubahan yang diinginkan (Extent of
change Envision)

d) Kedudukan pembuat kebijakan (Site of Decision
Making)

¢) Pelaksana program (Program Implementer)

f) Sumber daya yang dikerahkan (Resources
Commited)
Semanm-aml.komkslmplanmbmqaadahh

) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang
terlibat (Power, Interest and Strategy of Actor
Involved)
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b) Karakteristik lembaga dan penguasa (/nstitutional
and Regime Characteristic)

¢) Kepatuhan dan daya tanggap (Compllance and
Responsiveness)

Model Grindle ini lebih menitik beratkan pada
konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan
implementor, sasaran dan arena konflik yang mungkin terjadi
di antara para aktor implementasi serta kondisi-kondisi sumber
daya implementasi yang diperlukan. Dimana dilihat dari
prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan
kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan
merujuk pada aksi kebijakannya, dan apakah tujuan
kebijakan tercapai yang dapat dilihat dari dampak pada
masyarakat secara individu, kelompok maupun tingkat
perubahan yang terjadi, penerimaaan kelompok sasaran serta
perubahan yang terjadi.

Implementasi kebijakan publik pada umumnya
diserahkan kepada lembaga — lembaga pemerintah dalam
berbagi jenjang mulai dari pemerintah pusat, daerah sampai
pada pemerintah desa. Peran para pelaksana yang dituntut
organisasi pelaksana dan dukungan sarana dan prasarana
dengan melibatkan sejumlah sumber — sumber yang
didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan
penting untuk memberikan perhatian yang khusus kepada
peran dari kelompok kepentingan yang bertindak sebagai
wakil pelaksana atau objek kebijakan.

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
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Proses kebijakan sampai dengan kebijakan
terimplementasi melalui program-program kegiatan nyata yang
iluksanakan oleh administrator dan dampak implementasi
kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai sasaran
program kebijakan semakin dirasakan manfaatnya dan akan
mempengaruhi tecapainya tujuan kebijakan. Tetapi dalam
implementasi kebijakan tentunya pangaruh berbagai
kepentingan pasti ada, baik menyangkut pengaruh
kepentingan wilayah (nasional, propinsi, kabupaten atau kota),
politik, ekonomi, kelompok-kelompok elit, apalagi pada
posisi kebijakan termasuk para elit lokal dan birokrasinya.

Tujuan kebijakan dalam bentuk program-program
tersebut merupakan implementasi riil, proses pelaksanaan
program-program atau kebijakan-kebijakan, yang merupakan
penerjemahan dari rencana-rencana kedalam praktek.
Sedangkan makna yang terkandung dari setiap implementasi
kebijakan harus menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat
pacla setiap kegiatan program kebijakan yang dijalankan oleh
wdministrator. Jadi kajian implementasi kebijakan pada
dusarnya merupakan suatu proses yang lebih luas dari suatu
proses kebijakan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain
mulai dari tahap proses formulasi, implementasi, sampai
dengan tahap evaluasi kebijakan dalam mencapai tujuan yang
teluh ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Uraian implementasi kebijakan publik yang
dikemukanan diatas dipahami sebagai hasil pemikiran yang
tidak dapat dipahami sebelah mata oleh para implementor
kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap
dimana kebijakan vang telah ditetapkan dilaksanakan oleh

V'emberian Izin Mendirikan Bangunan
wleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado 29



Dr. William Agustinus Areros, M.Si.

sumber daya lainnya dengan segala kemampuan dan kemauan.
dalam hal ini administrator mengatur cara untuk
mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan
kebijakan-kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir
berarti mengatur sumber daya , unit-unit dan metode-metode
untuk melaksanakan program, melakukan interpretasi
program ke dalam rencana dan petunjuk yang dapat diterima.
Menerapkan berarti menggunakan instrument-instrument,
melakukan pelayanan rutin, pembayaran-pembayaran atau
merealisasikan tujuan-tujuan program. Apa yang terjadi
setelah suatu peraturan perundangan ditetapkan dengan
atau suatu bentuk output yang jelas (tangible), sedangkan
tugas implementasi kebijakan itu sendiri adalah menjadi
penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan
mencapai hasil (outcomes) melalui aktivitas-aktivitas
pemerintah.

Atas dasar pemahaman inilah dan dengan tidak
menyepelehkan pendapat para ahli lainnya, penulis
menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Charles O
Jones (1996:296) bahwa terdapat tiga kegiatan yang menjadi
pilar dalam implementasi kebijakan yaitu : Organization,
Interpretaton dan Aplication sebagai landasan berpijak
pembedahan implementasi kebijakan pemberian izin
mmdnikanbmgxmpadahdmpehympamm
dalam penelitian ini. :
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Bab III

Model Implementasi
Kebijakan Publik

Dimensi Implementasi kebijakan yang digunakan
dnlam penelitian ini adalah menggunakan pemikiran yang
dikemukakan oleh Charles O, Jones. Pemilihan model
Implementasi ini lebih disebabkan pada dasar pemikiran bahwa
implementasi kebijakan publik agar tercapai apa yang menjadi
tujuannya harus dipersiapkan dengan baik yang telah
ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Implementasi
kebijakan pemberianizin mendirikan bangunan di kota
Munado oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
herdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado nomor 08 tahun
1000 dan peraturan Walikota Manado nomor 6 tahun 2009.
Schugai satuan perangkat daerah yang baru dibentuk penting
untuk benar - benar mengerti dan memahami aspek penataan
wrganisasinya, interpretasi atas pelaksanaan tugas dan
Innggung jawab yang melekat dalam badan tersebut serta
aplikasi atau pelaksanaan dari tugasdan fungsi yang melekat
padda badan tersebut.

Dalam organisasi ini bumyad:mhnslapaymg
bertanggung jawab terhadap kesuksesan dalam pencapaian
Injuun, penataan berbagai sumber yang diperlukan untuk
micncapai tujuan tersebut dan pula berbagai aturan serta
prosedur yang diperlukan sebagai pedoman dalam proses
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pemahaman yéang benar m

Selanjutnya perlu penerapan yang sesuai

program yang didukung dengan Keterse

prasarana. Keberhasilan implementasi kebuakan itu dapat
dilihat dari berbagai aspek yang mempengaruhinya. Aspek
yanghamsdxlalmhnsebagalpllar pilar implementasi
Model Jones ini diilhami oleh pendapat Eugene
Bardach (1977), tentang bagaimana sulitnya membuat
esepakmn dalam proses merumuskan dan menerapkan
suatu kebijakan, untuk itu perlu adanya aturan main khususnya
dalam pelaksanaan kebijakan ( whow to implementation
game) Jones, (1996 : 166), mengemukakan tiga prinsip
bagaimana menerapkan suatu program kebijakan dalam
opauomlnya dilapangan dapat diterapkan secara signifikan
yaitu sebagai berikut :

1. Organization: The establisment or rearrangement of
resources, units, and methods for putting a program
into effect.

2. Interpretation: The translation of program language
(often contained in a statute) into acceptable and
feasible plans and directives.

3. Application: The routine provision of services.
payments, or other agreed upon program objectives
or instrument.

menjelaskan bahwa pertama : orgamsasl mcmpakan
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penutaan kembali terhadap sumberdaya-sumberdaya, unit-
unit, dan metode-metode yang akan berpengaruh terhadap
program; kedua: interpretasi berusaha menafsirkan supaya
jrogram menjadi rencana-rencana dapat diarahkan dengan
tepit dan dimungkinkan diterima serta dilaksanakan; dan
ketiga: penerapan merupakan aturan rutin dari pelayanan,
pembayaran, atau lain-lainya yang disesuaikan dengan tujuan
il Instrumen program.

Kerangkan model ini sebagai pemikiran Johes, yang
mengambarkan bagaimana mudahnya mendefinisikan suatu
kebijakan di atas kertas terhadap disain suatu program tetapi
dulum penerapanya tidak sesederhana itu, schingga pada
penerapanya terkadang tidak terdefinisikan secara baik.
Olehnya keberhasilan dari implementor didalam
mengimplementasikan kebijakan yang ada akan sangat
fergantung dari kemampuan mereka didalam tigakegiatan ini
yinlu organization, interpretation dan application kebijakan
yung ada. Yang dalam penelitian ini, ketiga aspek kegiatan
tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam sebagai berikut :

n. Aspek Organisasi

Istilah organisasi memiliki dua arti umum, pertama,
mengacu pada suatu lembaga (institution) atau kelompok
lungsional, sebagai contoh kita mengacu pada perusahaan,
biadun pemerintah, rumah sakit, atau suatu perkumpulan
oluhraga. Arti kedua mengacu pada proses pengorganisasian,
lnin Organisasi merupakan alat atau wadah yang statis,
wdungkan pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan
merupakan suatu proses yang dinamis. Jadi organisasi adaiah
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statis, sedang pengorganisasian adalah dinamis.
Pengorganisasian dapat diartikan penentuan departemnen-
departemen (sub sistem-sub sistem) serta penentuan
hubungan-hubungan.

Pengorganisasian daiam implementasi kebijakan
publik, menurut Jones (1996: 296) yaitu: Sebagai kegiatan
yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali
sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan
program berjalan”. (organization: The establishment or
rearrangement of resources, units, and methodes for
putting a program into effect). Artinya untuk mencapai
tindakan yang berupa penghimpunan dan pengelolaan sumber
dengan apa yang menjadi tujuan atau sasaran

Atau dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa
fungsi manajer, sedangkan-organisasi itu hanya wadah atau
alat tempat manajer melakukan kegiatannya-kegiatannya
diproses oleh organisator (manajer) dalam rangkaian kerja
dalam organisasi.

Burhanuddin (2000:195) mendefinisikan,
Jjawab, Mengorganisasi sama dengan menghimpun beberapa
orang untuk bersama-sama melakukan pekerjaan guna
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a) Pembagian kerja yang harus dilakukan dan
menugaskannya pada individu tertentu, kelompok-
kelompok tertentu dan departemen

b) Pembagian aktivitas menurut level kekuacaan dan tanggung
jawab

¢) Pembagian atau pengelompokan tugas menurut tipe dan
jenis yang berbeda.
kelompok.

e) Pengaturan hubungan kerja antar anggota organisasi.

Teknik penyusunan organisasi: 1) Penentuan tujuan,
2) Perumusan tugas pokok, 3) Perincian kegiatan, 4) Perincian
fungsi, 5) Pengelompokkan fungsi kedalam seksi-seksi yang
lebih spesifik, 6) Pengadaan orang, 7) Penyusunan prosedur
dan tata kerja, 8) Penetapan pola hubungan kerja, 9)
Penyediaan sarana atau perlengkapan, 10) Perwujudan
program.

Pengorganisasian berarti penyusunan tugas kerja dan
tanggung jawab. Mengorganisasi berarti menghimpun
beberapa orang untuk bersama-sama melakukan pekerjaan
guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses
pengorganisasian mencakup kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:
a) Pembagian kerja yang harus dilakukan dan
b) Pembagian aktivitas menurut level kekuasaan dan

tanggung jawab

€) mmmmdmmmmmwedmmm
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d) Pengaturan hubungan kerja antar anggota organisasi,

Uraian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan,
organisasi. Organisasi ini mencakup sumber-sumber
manusiawi yang akan mendayagunakan sumber-sumber
lainnya untuk menjalankan kegiatan sebagaimana
dmmkmdalmmencapmngnmymgwlahdxmm
Dalam lembaga pelayanan perizinan, pengorganisasian
mencakup penentuan tugas-fugas apa saja yang yang harus
dikerjakan, siapa yang akan mengerjakan, bagaimana tugas-
tugas dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, dan
ditingkat mana keputusan-keputusan akan dibuat dan
didistribusikan.

Pengorganisasian di Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu dalam pemberian izin mendirikan bangunan tidak
lepas dari pengertian Pengorganisasian secara umum, di mana
organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan
sistem kerja dari berbagai orang demi mencapai tujuan yang
terarah dan target yang diharapkan. Personal yang terlibat
langsung dalam organisasi badan pelayanan adalah; kepala
badan, dan staf, serta maupun lembaga terkait lainnya.
Seorang pimpinan perlu mengetahui tugas pokok dan fungsi
yang menjadi tanggung jawab dan wewenangnya.

Dalam pengorganisasian terdapat pula adanya
perencanaan pada dasarmya adalah menentukan kegiatan yang
hendak dilakukan pada masa yang akan datang. Kegiatan ini
dimaksudkan untuk mengukur berbagai sumber daya agar
hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
Perencanaan adalah proses yang sistematis dalam
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pada waktu yang akan datang. Disebut sistematis karena

perencanaan itu dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-

prinsip tertentu, prinsip-prhisip tersebut mencakup proses
pengambilan keputusan, penggunaan pengetahuan dan teknik
secara ilmiah., serta tindakan atau kegiatan yang terorganisasi.

Penyusunan rencana yang baik sangat membantu dalam

mencapai tujuan, sebab adanya perencanaan dapat

memusatkan perhatian dan tindakan serta memungkinkan
penggunaan semua faktor produksi secara efektif dan efisien
dalam organisasi,

Robbins (2003 : 4) mengemukakan bahwa;
“Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang
dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuali batasan yang
relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif
terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau
sekelompok tujuan”. Keberadaan organisasi sangat penting
dalam rangka menghadapi perubahan yang terjadi dalam
masyarakat. Penting organisasi menurut Hardjito (1997 : 6)
bahwa; “Organisasi dibutuhkan sebagai alat untuk mencapai
tujuan. Organisasi mempunyai dua buah pengertian yang tidak
dapat dipisahkan sebagai suatu keutuhan, sebagai dua sisi
mata uang” sebagai berikut:

1) Organisasi sebagai wadah; sifatnya statis, karena
merupakan bagan organisasi yang mewadahi seluruh
anggotanya dengan status posisinya. Jadi merupakan piranti
manajemen atau tools of management.

2) Organisasi sebagai proses; sifatnya dinamis, karena
organisasi selalu bergerak menuju tercapainya tujuan
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harus mengadakan pembagian tugas kepada para

anggotanya. Juga harus memberikan tanggung jawab,

wewenang dan mengadakan hubungan baik ke dalam

maupun keluar dalam rangka mencari keberhasilan
oy

Olehnya, Dunn (dalam Wahab 2008:339)
mengemukakan bahwa : “Organisasi adalah sebagai wadah
maupun proses, tidak berjalan sendiri dalam menjalankan
fungsinya dalam implementasikan kebijakan program™. Oleh
karena itu setiap organisasi membutuhkan kerjasama dalam
menggerakkan dirinya, demikian juga pada saat berinteraksi
dengan pihak luar organisasi. Proses pengorganisasian yang
perlu dilakukan seperti yang dikemukakan oleh Stoner (1996)
1) Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk
2) Membagi beban kerja ke dalam kegiatan-kegiatan yang
secara logis dan memadai dapat dilakukan oleh seseorang
atau oleh sekelompok orang.

3) Mengkombinasi pekerjaan anggota perusahaan dengan
cara yang logis dan efisien

4) Penetapan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan

5) Manmucfeknwmaganimdmnmmhllangkab-
langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau
meningkatkan efektivitas,

Jones (1996 :304) lebih lanjut mengemukakan bahwa
“pengorganisasian diperfukan dalam organisasi agar pekerjaan
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dapat dilaksanakan. Organisasi di dalam pemerintahan telah
identik dengan istilah birokrasi. Selanjutnya Carl J. Friedrich
(dalam Jones, 1996 : 305) birokrasi sebagai lembaga yang
menjadi “inti pemerintahan modem” Sebagm suatu bentuk
organisasi yang ditandai oleh hierarki, spesialisasi peranan,
dan tingkat kompetensi yang tinggi yang ditunjukkan oleh para
pejabat yang tedaﬁhtmmknmngm peran tersebut, birokrasi
menjadi organisasi dengan skala besar yang berkembang
pesat dimana sejarah menyaksikan meluasnya bentuk
birokrasi,

sangat strategis, dimana manusia merupakan unsur terpenting
dalam upaya menjalankan organisasi maupun dalam
manusia yang tergabung dalam organisasi tersebut.
Pelaksanaan pengorganisasian segala sumber daya, unit—unit
penyusunan struktur organisasi,

Ada dua aspek utama dalam proses penyusunan
kerja (division of labor). Departementalisasi merupakan
pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar
dikerjakan bersama. Pembagian kerja adalah pemerincian
tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi
bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan
yd:ng terbatas. Prinsip pembagian kerja ini mm:pakanmg

sar pengorganisasian.
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Setiap organisasi, apapun bentuknya senantiasa
halnya dengan birokrasi pemerintah yang dipandang sebagai
untuk mencapai tujuan negara dan pemenuhan kebutuhan
masyarakat atau yang diperintah. Salah satu faktor penting
dalam organisasi adalah struktur organisasi. Menurut Robbins
(2003 : 6) bahwa : “Struktur organisasi menetapkan
bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa,
dan mekanisme koordinasi yang fonnal serta pola interaksi
yang akan diikuti”,

Organisasi sebagai wadah dalam proses yang
Selain itu tingginya kemampuan implementasi kebijakan
untuk dapat melaksanakan kegiatan secara efektif. Faktor-
faktor utama yang menentukan perancangan struktur
tujuannya, teknologi yang digunakan, anggota dan orang-orang
yang terlibat dalam organisasi dan ukuran organisasi.
Sedangkan msm'-unsur struktur organisasi terdiri dari:
individual dalam organisasi, Standarisasi kegiatan yang
digunakan organisasi untuk menjamin terlaksananya kegiatan
seperti yang direncanakan, Koordinasi kegiatan yang
mengintegrasikan fungsi-fungsi satuan kerja organisasi,
Ukuran satuan kerja menunjukkan jumlah karyawan dalam
suatu kelompok kerja.
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Dengan demikian setiap organisasi, apapun
yang baik, begitu juga halnya dengan birokrasi pemerintah
yung dipandang sebagai organisasi publik, membutuhkan
struktur yang disusun untuk mencapai tujuan negara dan
pemenuhan kebutuhan mayarakat atau yang diperintah.

Penekanan dalam usulan penelitian disertasi ini
tolak dari pentingnya pengorganisasian segala sumber daya
Penyelenggaraan Perizinan Terpadu dalam pemberian izin
mendirikan bmgunandengan menjadikan manusia sebagai
modal terpenting bagi organisasi. Dalam upaya untuk dapat
mengimplementasikan kebijakan pemberian izin mendirikan
bangunan (IMB), hal - hal yang menjadi perhatian adalah
menyangkut : Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana dan
Prasarana, Kelembagaan maupun Perencanaan.

b. Aspek Interpretasi.

Pengertian Interpretasi menurut Jones (1996 : 296)
udalah “Menafsirkan agar program (serangkaian dalam status)
menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat
diterima serta dilaksanakan™. Jadi interpretasi berkait erat
dengan para pelaksana (implementators) untuk memahami
apa yang harus mereka kerjakan sesuai dengan yang
scharusnya. Berkaitan dengan interpretasi suatu implementasi
kebijakan publik. Lebih lanjut Jones (1996 : 320)

mengemukakan bahwa:
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“Masalah utama bagi seorang pelaksana adalah :
“apa yang akan saya lakukan sekarang 7" sebuah
di atas kertas dan organisasi telah ada pada
tempatnya. Sekarang saatnya untuk memahami
maksud-maksud kalimat tersebut serta untuk
menyiratkan apa yang mereka maksud tentang
kasus-kasus khusus dan masalah-masalah nyata”.

Suatu interpretasi dapat merupakan bagian
Informasi itu dapat berupa lisan, tulisan, gambar, matematika,
atau berbagai bentuk bahasa lainnya. Makna yang kompleks
melakukan rujukan silang terhadap suatu objek dengan
menempatkannya pada kerangka pengalaman dan
pengetahuan yang lebih luas. Tujuan interpretasi biasanya
pada propaganda atau cuci otak, tujuannya justru untuk
mengacaukan pengertian dan membuat kebingungan.
Setiap kegiatan yang dirumuskan dalam suatu
ditafsirkan secara baik dan benar. Pentingnya interpretasi
karena, pada umumnya kebijakan publik hanya mengatur hal-
hal pokok. Interpretasi terhadap suatu kebijakan bertujuan
agar isi kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan

perizinan terpadu dapat dipahami oleh orang-orang yang
terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Penafsiran
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mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam implementasi
kebijakan publik tersebut. Akibatnya tujuan dari kebijakan

Pada rumusan interpretasi dalam pelaksanaan
kebijakan ini menitikberatkan pada kejelasan, ketelitian,
konsistensi, penyusunan priorites, sumber daya yang cukup
dan lain sebagainya. Proses kebijakan sangat tergantung pada
kommikasimmkatadmmkm(pemfsimn). Penafsiran
memmmmmmbﬁ
pada setiap tahapan pembuatan keputusan. Hal tersebut
ditekmkankmldmscﬁngmenganggapbahwamm
perundang-undangan, keputusan, pedoman serta perintah
oleh sebabituperhaﬁmymgbesarhmxsdibaikmkepwa
cara yang digunakan para pelaksana dalam menafsirkan
tanggung jawab mereka.
pthpi:mim:ymgdahnlnlinipimpixmhmhkabﬂm
kehjdmdalmnmwmmmkebmjkmndakdapm
dijalankannya. Kepemimpinan merupakan proses
dalm menjalankannya.

Sebagai seorang pemimpin lembaga dalam
menginterpretasi kebijakan melalui keputusan - keputusan
yang ditetapkan, penyusunan anggaran dan pengadaan sumber
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daya termasuk estimasi sumber daya manusia yang
dibutuhkan, termasuk dalam mengoptimalisasikan
penggunaannya, serta membangun semangat kerja.
Dengan demikian, interpretasi terhadap setiap
program dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan
pelaksanaannya, dan yang dapat memberikan pemahaman
secara lengkap, tepat, dan jelas, sechingga memperlancar
pelaksanaan program. Interpretasi dalam implementasi
akan pentingnya pembentukan badan perizinan ini yang lebih
Kemampuan dari aparat yang telah dipercayakan
bangunan yang terwujud dalam mengatur waktunya,
menjabarkan program-program kerja, mengendalikan
manajemen pemerintahan dan bahkan terkadang termasuk
juga didalamnya permintaan-permintaan imbalan/biaya
yang ada, program kerja yang ditetapkan serta kegiatan —
telah ditetapkan. Interpretasi yang benar terhadap suatu
program dapat memudahkan implementasikan kebijakan.
program akan menyulitkan pelaksanaannya.

c. Aspek Aplikasi.

Menurut Jones (1996 : 296) Application: the
routine provision of services, payment, or other agreed
upon program objectives or instruments ", yang dimaksud
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aplikasi adalah; “Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran
atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atan perlengkapan
program. Oleh karena itu aplikasi mengacu pada pelaksanaan
pekerjaan yang meliputi penyediaan barang dan jasa™.

Jadi apiikasi adalah penyelenggaraan kegiatan yang
menjadi rutinitas para pelaksana (implementers) sesuai
dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Aplikasi (penerapan)
bersifat sangat interaktif dengan kegiatan kebijakan yang
‘mendahuluinya. Sebagaimana Pressman dan Wildavsky
(dalam Jones, 1996 : 295) mendefinisikan penerapan sebagai
berikut :

proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan
tindakan yang marr.nu mcraihnya ...Penerapan
program dengan demikian telah menjadi suatu
jaringan yang tampak nampak... Penerpan adalah
kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan
lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang
menghubungkan tindakan dengan tujuan.

Aplikasi sangat erat kaitannya dengan kegiatan-
kegiatan lain yaitu sebuah proses dinamik karena berhubungan
mana seseorang mencoba melakukan pekerjaannya. Tindakan
pmdeﬁmmmlﬁ.pmmmpmmhm;dahnsegah
hal mungkin tidak tertalu meyakinkan.

Langkah penerapan (aplikasi) dapat d:samnhm
dengan fungsi aksi (actutring) dalam rangkaian fungsi
manajamen, berhasil atau tidaknya kegiatan aplikasi sangat
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ditentukan oleh semua langkah yang ditempuh sebelurnnya.
Banyak konflik dan dilema yang lak terpecahkan turut
menyumbang pada kualitas dinamika dan interaksi dari
penerapan itu. Dalam kenyataannya, tujuan-tujuan program
mungkin akan mengungkapkan atau secara substansial
mengubah proses penerapannya.

Dengan demikian tidak semua kebijakan berhasil
dilaksanakan secara sempuma, karena pelaksanaan kebijakan
pada umumnya memang lebih sukar dari sekedar
merumuskannya. Penerapan menyangkut kondisi riil yang
sering berubah dan sukar diprediksikan, akibatnya dalam
kenyataan terjadi kesenjangan atau perbedaan antara apa yang
dinnnuskandcnganapaymgdilaksanakan.)ones(l996 2
295) mengatakan bahwa “masalah penting dalam penerapan
(aplikasi) adalah hal memindahkan suatu keputusan ke dalam
kegiatan atau pengoperasian dengan cara tertentu”,

Lebih lanjut Jones (1996 : 324) aplikasi “Suatu
implementasi kebijakan publik sangat erat kaitannya dengan
kegiatan-kegiatan lain, yaitu sebuah proses dinamis karena
berhubungan dengan kegiatan kebijakan lainnya dalam
kemanusian yang sama seseorang mencoba melakukan
pekerjaannya”.

Aparat Pemerintah dalam hal ini Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu sebagai pelaksana kebijakan merupakan
representasi dari peranan Pemerintah melalui penerapan
kebijakan publik yang dibuat. Oleh karena itu para aparat
pemerintah harus mengarahkan pembuatan dan pelaksanaan
kebijakan publik untuk sepenuhnya mengarahkan kepada
kepentingan masyarakat. Dalam praktek pemerintahan
masyarakat akan cenderung menilai tindakan aparat
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pemerintah sebagai tindakan Pemerintah itu sendiri meskipun
ndaktcmnupke:nmgkmbahwaapmmyaﬁgber@)ggﬁn
telah bertindak tanpa mewakili Peuummhwbumlunm
penyedia jasa publik. b

Aplilmsmmkebuakmpubhknmnpakmﬁm
menentukan implementasi kebijakan publik. Pelaksanaan
tujuan program dan perangkatnya. Implementasi kebijakan
yang akan dilaksanakan dengan pengerahan segala sumber
dari kelompok masyarakat apakali menerima atau menolak
hasil kebijakan tersebut.

Jones (1996 : 326) mengatakan bahwa; “Dengan
masalah penyesuaian hukum dan perundang-undangan yang
tidak mendua terhadap keadaan yang ada”. Bahkan dengan
tegas dikemukakan oleh Jones (1996 : 327) bahwa; Jadi pada
dasarnya peraturan itu dibuat untuk secara bersahaja dan
bukan untuk dilanggar™.

Aplikasi (Penerapan) dapat dilihat dari aspek
pemberian pelayanan, kepuasan sesama anggota atau
kegiatan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
membutuhkan daya, pikiran, dan waktu yang sama. Dan
dalam hubungannya dengan aplikasi atau penerapan dalam
implementasi kebijakan penyelenggaraan perizinan terpadu
yang difokuskan pada standar pelayanan, standar operasional
prosedur, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis operasional
dan pengawasan yang kesemuanya diarahkan kepada
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Kebijakan Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado
sebagai Lembaga Organisasi Pemerintah yang mempunyai
tugas memberikan pelayanan proses administrasi kepada
masyarakat harus memberikan pelayanan yang berkualitas
(service quality) kepada masyarakat sebagai pelanggan.
Salah satu semangat reformasi adalah menghilangkan
kekuasaan yang tidak berpihak pada rakyat, semangat untuk
meningkatkan sektor pelayanan kepada publik. Jadi, kalau
ada era reformasi sekarang ini ternyata pelayanan kepada
publik masih juga belum tergarap dengan baik, itu berarti
pengingkaran terhadap penilaian-penilaian reformasi. Itulah
sebabnya, lembaga pelayanan publik yang terpilih memegang
mandat untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat
dan keberhasilan mereka adalah untuk mendekatkan harapan
dan kenyataan tersebut.

Salah satu karakteristik yang bisa dicatat dari tiga
puluh tahun berkuasanya orde baru adalah kecenderungan
munculnya struktur birokrasi yang impotent. Dalam struktur
politik yang impoten tersebut, birokrasi memegang semua
kewenangan yang mungkin ada dalam proses politik maupun
ekonomi. Hampir semua sektor kehidupan masyarakat telah
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lerjamah oleh administrasi, pengendalian dan pengakuan
hirokrasi. Wajar saja kemudian terdapat banyak aktivitas
musyarakat yang dikendalikan oleh birokrasi dalam berbagai
hentuk perizinan. Semua individu dalam masyarakat
membutuhkan berbagai macam bentuk pelayanan perizinan
publik dani birokrasi pemerintah.

Penampilan birokrasi yang seolah tanpa batas
wemua sumber daya negara. Birokrasi mempunyai kekuasaan
unpa tanding untuk memonopoli akumulasi dan pengalokasian
sumber daya ekonomi kearah yang mereka tetapkan sendiri.
Oleh karena itu, tanpa adanya aktor lain diluar negara yang
mengimbangi, birokrasi bisa memperlihatkan mekanisme
kerjanya yang cenderung bersifat diregiste, yaitu menekankan
kendali pemerintah dalam proses sosial-ekonomi. Birokrasi
melalui lembaga perizinan, pelayanan publik dan peraturan
pemerintahan, sangat menentukan kehidupan kelas-kelas
sosial di luar negara.

Dalam berbagai tingkatan, birokratisme pelayanan
publik menimbulkan implikasi yang panjang berupa
menurunnya posisi tawar menawar masyarakat berhadapan
dengan birokrasi. Sudah menjadi kenyataan bahwa berbagai
kalangan masyarakat mengalami hambatan yang berarti dari
aparat birokrasi dalam kebutuhan pelayanan publik
Iambatan-hambatan tersebut meliputi tidak transparannya
prosedur dan tata cara perizinan termasuk jenis izin yang
ubah, waktu pelayanan yang berbelit-belit serta biaya
pelayanan yang tidak pasti.
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Frareformasi menuntut transparansi dan akuntabiitas
dalam pelayanan publik. Salah satu semangat reformasi adalah
menghilangkan kekuasaan yang tidak berpihak kepada rakyat,
semangat untuk meningkatkan sektor pelayanan kepada
publik masih juga belum tergarap dengan baik, itu berarti
pengingkaran terhadap nilai-nilai reformasi. ftulah sebabnya,

lembaga pelayanan publik yang terpilih memegang mandat
untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

Keberhasilan mereka adalah untuk mendekatkan harapan dan
kenyataan tersebut.

Seperti yang ada di kota-kota besar lainnya di
Indonesia, umumnya penyediaan pelayanan publik
dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik melalui instansi/
unit-unit kerjanya, maupun melalui Badan-badan Usaha milik
melalui Badan-badan Usaha milik Pemerintah Daerah.
Pelayanan di sektor publik ini umumnya menjadi monopoli
Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Di lain pihak
privatisasi di sektor ini masih sangat terbatas.

Pola pelayanan terpadu yang diterapkan saat ini
dimana Dinas Teknis masih memberikan pertimbangan teknis
melalui tim perizinan dan tim diberi kewenangan mengambil
keputusan dan melaporkan serta merekomendasikan kepada
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, selanjutnya oleh
Kepala Badan pelayanan terpadu, ditindaklanjuti dengan
menerima, memproses dan menandatangani dokumen untuk
diserahkan kepada pemohonnya yang kelihatannya lebih
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pengurusan serta pembengkakan biaya operasional
merupakan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah
daerah dalam pelayanannya kepada masyarakat.

Tujuan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam
Undang-undang No. 32 Tahun 2004, adalah tiga hal : (1)
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, (2)
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (3) Mewujudkan
rangka pelayanan di bidang perizinan kepada masyarakat,
masih perfu dibenahi secara maksimal dan dipersiapkan secara
will) dari Kepala Daerah yang bersangkutan untuk
menetapkan suatu sistem penanganan pelayanan Perizinan
sesuai dengan tuntutan masyarakat dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Oleh karenanya, satu konsep yang mendasar dalam
pelayanan di bidang perizinan itu, yaitu pelayanan terpadu
satu atap dan satu pintu, dimana pengelola dari unit pelayanan
terpadu itu adalah seorang kepala kantor dengan stafinya yang
menangani sekretariat pelayanan perizinan. Kepala Kantor
diberi kewenangan bersama unsur staf meninjau ke lapangan,
Setelah disetujui, ia baru mendatangi surat izin dimaksud untuk
diserahkan kepada para pemohonnya.

Dengan cara ini maka pemohon izin secara jelas
penyelesaian dan besarnya biaya yang harus ia bayar sesuai
dengan ketentuan Perda, serta pemohon juga merasakan
efisiensi dan efektifitas pelayanan yang diperolehnya.
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Keuntungan-keuntungan tersebut di atus, amat jelas akan

diperoleh para pemohon dalam memperoleh/mengurus

perizilm.mmsamnimdapatawisosi. sangat tergantung

dari kebijakan Kepala Daerah. Hal ini sejalan dengan

peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Manfaat yang diperoleh bagi dunia usaha dan masyarkat

adalah

(1) Mendqunnpelayamnyangmudalucepat.umspaxm
dan pasti

2 MmdquaBeﬁsmwakmdalampmgmnsanpemum
yang semula harus mendatangi banyak instansi (3-5)
sekarang cukup satu tempat.

3) kaepasﬁanwakm.ijinymgdimimamdnh
dapet dikerahui kapan selesal pada saal memasokan

. berkas (lengkap)

) l\kn:hpatkankcpasuanbuya,dmmmjm Gidak ada
pungutan tidak resmi

(5) Mendapatkan kemudahan dengan adanya prosedur yang

sederhana

(6) Mendapatkan legalitas usaha untuk ketenangan berusaha
dan kemudahan akses ke perbankan maupun fasilitas
kredit lunak dari Pemda.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
NegaraNo. 81 Tahun 1993 kemudian disempurnakan dengan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.
63 Tahun 2003 mendefinisikan pelayanan umum sebagai segala
di Pusat, di Dacrah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD
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dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan pelayanan administrasi pemerintahan atau
dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah,
dan di lingkungan BUMN atau BUMD, baik dalam rangka
upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam
rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan,
yang bentuk produk pelayanannya adalah izin atau warkat.
(Ratminto, 2005:5) '
bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kepada
masyarakat yang bersifat legalitas atau melegalkan
kepemilikan, hak, keberadaan, dan kegiatan individu atau
organisasi. Asep Warlan Yusuf (Ridwan, 2009:92)
bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana
Sedangkan menurut Sjachran Bash, izin adalah perbuatan
hukum administrasi negara yang menghasilkan peraturan
berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana
ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

kebutuhan masyarakat, misalnya upaya instansi yang
kepemilikan tanah maupun Izin Mendirikan Bangunan

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 53
oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado



Dr. William Agustinus Areros, M.Si.

misalnya sehingga dapat menjamin segala aktivitas. IMB
dxpedukmdenganmaksudtmkamdmkm bangunan yang
aman tanpa gangguan yang berarti.

Menurut penjelasan Peraturan Pemcnnmh RINo.
45 tahun 1998, yang dimaksud dengan lzin Mendirikan
Bangunan termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan
peninjauan desain dan pemantapan pelaksanaan
pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis
bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap
memperhatikan koefisisen dasar bangunan (KDB), koefisien
luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB),
dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi
pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat
keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Peraturan Walikota Manado Nomor 06 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan perizinan pada Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Manado Pasal | menyebutkan
bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang
atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin
maupun tanda daftar usaha. Dan dari Sembilan belas jenis
mnymgdikehmkm,mmmdnikmbmgmnaMB)adalah
salah satu diantaranya yang dilayani.

Izin mendirikan bangunan ini sebelumnya merupakan
tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan oleh pemerintah
kota kepada Dinas Tata Kota berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Manado Nomor 08 Tahun 2000 tentang Izin mendirikan
bangunan (IMB) akan tetapi dengan dibentuknya Badan
Pelayanan Perizinan terpadu (BP2T) Kota Manado maka
Izin mendirikan Bangunan menjadi bagian dari BP2T .
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Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 08 Tahun
2000 tentang Izin mendirikan bangunan (IMB) ini,
mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan mendirikan
bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan selutuhnya
meratakan tanah yang berhubungan dengan mengadakan
Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh pemerintah
daerah kepada orang atau badan untuk mendirikan suatu
sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan
garis sempadan bangunan, garis sempatan sungai, garis
sempadan pantai, dan koofisien dasar bangunan yang
ditetapkan dan sesuai dengan syarat — syarat keselamatan
bagi yang menempati bangunan tersebut.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang
diberikan untuk melakukan kegiatan membangun yang dapat
diterbitkan apabila rencana bangunan dinilai telah sesuai
dengan ketentuan yang meliputi aspek pertanahan, aspek
planatologis. (perencanaan), aspek teknis, aspek kesehatan,
aspek kenyamanan, dan aspek lingkungan. (Goenawan,
2009:81). Salah satu dasar pertimbangan penetapan peraturan
segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keindahan dan
mengarahkan pembangunan yang dilaksanakan oleh
masyarakat, swasta maupun bangunan pemerintah dengan
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pengendalian melalui prosedur perizinan, kelayakan lokasi
mendirikan, peruntukan dan penggunaan bangunan yang
schat, kuat, indah, amandan nyaman.

IMB berlaku pula untuk bangunan rumah tinggal lama
yaitu bangunan rumah yang keberadaannya secara fisik telah
lama berdiri tanpa atau belum ber-IMB, Selain untuk rumah
fungsi yang lain seperti gedung perkantoran, gedung industri,
berniat mendirikan sebuah bangunan.
daerah dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota
sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan,
pengawasan dan penertiban pembangunan kota yang terarah
dan sangat bermanfaat pula bagi pemilik bangunan karena
memberikan kepastian hukum atas berdirinya bangunan yang
untuk suatu keperluan, antara lain dalam hal pemindahan hak
bangunan yang dimaksud sehingga jika tidak adanya IMB
maka akan dikenakan tindakan penertiban sesuai dengan
peraturan yang berlaku

Menurut Ridwan (2009:93) lebih jauh lagi melalui
sistem perizinan diharapkan dapat tercapainya tujuan tertentu
diantaranya : adanya suatu kepastian hukum, perlindungan
kepentingan umum, pencegahan pencemaran dan kerusakan
daerah yang menjadi bagian integral dari penyelenggaraan
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menggunakannya sesuai dengan rambu peraturan perundangan
yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi azas umum
pemerintahan yang layak.

Secara teori verguning / um seperti yang
dikemukakan oleh Marbun dan Mahfud MD (2006:95)

mwmmmmm

dengan syarat-syarat tertentu yang ditentukan dalam peraturan
hukum yang berlaku. Sedangkan perbuatan hukum publik itu
oleh Pejabat Administrasi Negara yang tindakannya tersebut
didasarkan pada peraturan perndangundangan dan hukum

publik.

Pada dasamya mendirikan bangunan adalah sebuah
perbuatan yang berbahaya, hal ini karena bangunan merupakan
tempat sentral bagi manusia beraktifitas sehari - hari, baik
muncul ketika bangunan tersebut memiliki syarat tertentu agar
Bangunan didirikan dengan syarat pertimbangan dan
perhitungan yang matang mengenai bentuk struktur dan
kekuatan struktur serta kekuatan bahan yang digunakan.
mwmmmmmmmw
roboh mencelakai orang didalamnya.

Secara umum pmgumbmgumchpntdipw
sebagai sesuatu yang memakan tempat. Sedangkan pengertian
mendirikan bangunan dipahami sebagai pekerjaan

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 57
oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado



Dr. William Agustinus Areros, M.Si.

mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk
pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang
berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
Bangunan yang didirikan tanpa adanya perhiturigan mengenai
kekuatan struktur dan bahan maka akan mudah roboh dan
menimbulkan bahaya bagi orang banyak. Dalam rangka
melindungi keselamatan masyarakat banyak dari bahaya roboh
/ rusaknya bangunan maka kegiatan pembangunan harus
diawasi, boleh dibangun tetapi dengan syarat tertentu. Diantara
syarat itu salah satunya adalah harus kuat dari segi skruktur
maka kegiatan mendirikan bangunan itu termasuk kategori
membahayakan keselamatan masyarakat sehingga ijin
Mendirikan Bangunan tidak diberikan.
untuk pengendalian dari pada aktifitas pemerintah dalam hal-
hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman
vag harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan
ataupun oleh penjabat yang berwenang. Selain itu tujuan dari
perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu : dari sisi pemerintah
dan dari sisi masyarakat,

Dari Sisi Pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah
: Untuk melaksanakan peraturan apakah ketentuan-ketentuan
yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan
kenyataan dalam prakteknya atau tidak dan sekaligus untuk
mengatur ketertiban, dan sebagai sumber pendapatan daerah.
Dengan adanya permintaan permohonan izin maka secara
langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena
setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar
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retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan
dibidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai
adalah : untuk adanya kepastian hukum dan untuk adanya
kepastian hak serta untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.
akan lebih mudah mendapat fasilitas. Ketentuan-ketentuan
mempunyai fungsi yaitu : sebagai fungsi penertib dan sebagai
fungsi pengatur. Fungsi penertiban dimaksudkan agar izin atau
setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk
dapat terwujud. Fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan
yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya,
sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan,
dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga
sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah. Tujuan izin

Pengawasan Pemerintah daerah terhadap kegiatan
membangun bangunan dilaksanakan melalui pemberian ijin
Mendirikan Bangunan yang dimohonkan oleh anggota
masyarakat yang memberikan gambaran bangunan yang akan
didirikan lengkap dengan gambar dan perhitungan struktur
dengan cermat, apabila memenuhi syarat maka ijin tersebut
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dikeluarkan dan pemohon diwajibkan membayar retribusi guna
pemasukan keuangan daerah.

ljin Mendirikan Bangunan Dalam Penataan Ruang
Kawasan Perkotaan.

Kota, yang merupakan suatu sistem sosial dalam
nasional. Hal tersebut disebabkan proses pembangunan
melalui faktor yang erat hubungannya dengan urbanisasi, .

vang menumbuhkan ekonomi, dan pada gilirannya akan
mamghlkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya peranan
sebuah kota ditetapkan oleh banyaknya dan luasnya
cakupan pelayanan fungsi-fungsi dalam kota tersebut.
Penataan kota adalah proses yang sangat rumit dan
pelik, karena menyangkut benturan-benturan antara
pendekatan teknokratik-komersial dengan pendekatan
demokratik- humanis, sehingga muncullah kecenderungan
yang lazim disebut sebagai wrbicide atauurban suicide.

Paradikma dalam penataan ruang kawasan
perkotaan akhir-akhir ini mengalami perubahan, yaitu tidak
lagi top down tetapi lebih pada bottom up dan melibatkan
peran serta masyarakat secara aktif. Ada beberapa indikator
diterapkannya paradigm baru dalam penataan kota yaitu
melalui peran serta masyarakat. Pelibatan masyarakat perlu
dikembangkan berdasarkan konsensus yang disepakati
bersama serta dilakukan dengan memperhatikan karakteristik
sosial-budaya setempat (local unique) dan model
kelembagaan setempat seperti misalnya melalui forum kota
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atau rembug masyarakat. Dalam konteks ini pembinaan peran
serta masyarakat dalam penataan ruang telah diatur melalui
PP No.69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban
serta Bentuk dan Tatacara Peran Serta Masyarakat yang
merupakan derivasi dari UU No.24/1992. Penerapan prinsip-
prinsip good urban governance secara luas dan konsisten
dalam pengelolaan kawasan perkotaan. Otonomi daerah
merupakan momentum yang tepat bagi para pengelola kota
dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik untuk kesejahteraan
masyarakat. Di samping peran masyarakat, pemanfaatan
dukungan teknologi informasi. Pilihan ini didasarkan atas
kebutuhan untuk mengelola ruang kawasan — termasuk
didalamnya prasarana dan sarana — secara terpadu sehingga
proses delivery nya menjadi lebih efektif dan efisien. Selain
itu pengembangan model kemitraan diharapkan dapat
meminimalkan potensi konflik pemanfaatan ruang lintas
wilayah, menghindari terjadinya pemanfaatan ruang yang tidak
sinkron pada kawasan perbatasan (hulu — hilir), serta
Selanjutnya, untuk dapat mengelola pembangunan kawasan
perkotaan secara efisien dan efektif, diperlukan strategi
pendayagunaan penataan ruang yang senada dengan semangat
otonomi daerah. Operasionalisasi kebijakan dan strategi
penataan ruang tersebut perlu didukung dengan keberadaan
instrumen yang memadai agar perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang di daerah dapat terselenggara
secara efisien dan efektif. Pada tahdp perencanaan, maka
instrumen dimaksud diharapkan dapat memberikan dukungan
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terhadap proses analisis permasalahan dan penyesudian
kebijakan pembangunan kota yang cepat, akurat, transparan
dan akuntabel, yang kemudian diperkuat dengan instrumen
hukum (misal PP, Keppres hingga Perda). Pada tahap
rencana tata ruang, instrumen yang diperlukan
adalah insentif dan disinsentif, sementara pada tahap
pengendalian pemanfaatan ruang maka instrumen yang
dibutuhkan adalah perijinan (seperti ijin prinsip,jin lokasi, ijin
mendirikan bangunan/ijin mendirikan bangun bangunan (IMB/
IMBB- untuk selanjutnya disebut IMB)) dan penegakan sanksi
hukum atas bentuk-bentuk pelanggaran,
hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi,
periudilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang
efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan
dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas,
tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum
sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber
daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Pasal 35 Undang — Undang No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa perizinan adalah
peraturan zonasi, pemberian insentif dan disinsentif, serta
penanganan sanksi. Ridwan (2003 ;1 60) mengemukakan
bahwa mekanisme perijinan, yaitu usaha pengendalian melalui
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pencrapanpmsedurdanketenmanyangkemyanghmm

dxpenuh:mmknmyelmggamkanammpamnfmmnnm

Sedmgkmhgugndmpaymmmmedaldljl)
aktiitas

-umﬁ&m(mm (2) Mencegah

bahaya bagi lingkungan (ijin —ijin lingkuhgan). (3) Kei
melindungi obyek — obyek tertentu (ijin terbang,.ijir
membongkar monumen —~monumen). (4) Hendak membagi
benda- benda yang sedikit (ijin penghuni didaerah padat
penduduk). (5) Pengarahan dengan menyeleksi orang — orang
dan aktivitas — aktivitas. (ijin berdasarkan Drank — en
Horecawet, dimana pengurus harus memenuhi syarat - syarat
tertentu). .

Dalam konsep pengendalian penggunaan lahan,
menurut pengaturan tanggung jawab teknik keruangan, arahan
IMB merupakan pengaturan perubahan perpetakan dan
pedoman teknis. Kedudukan IMB dalam kerangka
pengendalian, penggunaan lahan dalam perwujudan rencana
kota, fungsi IMB sebagai alat pengendali pembangunan
berperan penting, selain tercermin dari lingkup aturan segi
teknis, kaitan IMB sebagai alat perwujudan rencana kota
dikukuhkan dalam landasan penetapan Peraturan

pengg:man,yangpadadewasanmdtlndonmammhxp
ijin prinsip, ijin lokasi, pemberian flak, ijin tapak (tata letak),
dan[MB(IijendmkmBmg\m).
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Aspek Organisasi Dalam Implementasi Kebijakan
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Manado.
Pengorganisasian daiam implementasi kebijakan
publik, menurut Jones (1996: 296) yaitu: Sebagai kegiatan
yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali
sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan
program berjalan”. (organization: The establishment or
rearrangement of resources, units, and methodes for
putting a program into effect). Artinya untuk mencapai
tujuan implementasi kebijakan, pemerintah harus melakukan
tindakan yang berupa penghimpunan dan pengelolaan sumber
daya yang dimiliki melalui metode yang telah ditentukan yang
terlihat dalam pembagian pekerjaan dalam struktur organisasi
yang mengareh pada upaya mewujudkan kebijak sanaan sesuai .
dengan apa yang menjadi tujuan atau sasaran . Atau dengan
perkataan lain dapat dipahami bahwa pengorganisasian adalah
proses yang dinamis dan merupakan fungsi manajer,
sedangkan organisasi itu hanya wadah atau alat tempat
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tujuan yang diinginkan. Jadi pengorganisasian diproses oleh
organisator (manajer) dalam rangkaian kerja dalam organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari
lokasi penelitian yang dikaitak dengan wawancara yang
dilakukan kepada informan yang ada menunjukkan adanya
berbagai hal dalam kaitannya dengan aspek organisasi dalam
bangunan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota
Manado baik yang merupakan pendorong maupun
penghambat proses implementasi. Implementasi kebijakan
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui melalui
aspek organisasi menunjukkan dimana adanya keterkaitan
dengan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan. Implementasi
dari sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana,
serta kelembagaan cenderung menunjukkan keterkaitan
dalam artian belum memberikan kontribusi yang maksimal
dalam upaya implementasi kebijakan pelayanan perizinan.
Keadaan ini disebabkan oleh karena masih sangat kurangnya
dukungan yang diberikan melalui aspek organisasi ini atau
dengan kata lain pengorganisasian yang ada di Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Manado berada dalam
pengorganisasian memiliki, indikator kinerja sebagai
pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Manado
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meliputi: 1) Sumber daya manusia. 2) Keuangan, 3) Sarana
prasarana, 4) Kelembagaan dan 5) Perencanaan.
1. Sumber Daya Manusia .

Dalam aspek organisasi. satu hal yang juga
merupakan temuan yang sangat menarik dilokasi penelitian
dalam kaitannya dengan jabatan fungsional yang secara
struktural berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado
Nomor 5 tahun 2008 berada dan ditempatkan langsung di
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu temyata sampai saat ini
belum ada. Berdasarkan tugas dan fungsinya sebenarnya
Kelompok jabatan Fungsional atau yang disebut Tim Teknis
Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan
Unit Pelayanan Perijinan Terpadu dan Kepada Kepala Badan.
Dengan rincian tugas tim teknis vaitu :

1) Melaksanakan evaluasi kelayakan penerbitan ijin.

2) Membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya

3) Melaksanakan penetapan retribusi perijinan.

4) Membuat dan menyampaikan laporan hasil rekomendasi
kepada kepala SKPD yang terkait dan Kepala Badan,

Kenyataan menunjukkan berdasarkan hasil
pengamatan dimana dalam hubungannya dengan pelayanan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tim teknis masih berada di
Dinas Tata Kota. Segala pekerjaan yang dilakukan oleh Tim
Teknis pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tata Kota bukan
kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
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Keberadaan tim teknis yang masih berada di bawah
Dinas Tata Kota menjadikan Kepala Badan Pelayanan
tim teknis dalam setiap tahapan yang dilakukan dalam
dengan baik. Pengorganisasian sumber daya manusia dalam
mendirikan bangunan.

Permasalahan ini seharusnya diperhatikan dalam
mendirikan bangunan bukan hanya kepada memberikan
kewenangan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
perlu juga di tindak lanjuti sampai dengan hal — hal yang
berhubungan langsung dalam proses penerbitan.

Masyarakat selaku pihak yang mengajukan
permohonan izin tidak akan melihat perbedaan - perbedaan
tempat proses penerbitan. Yang diperhatikan dan diketahui
masyarakat dimana pemerintah daerah dalam hal ini Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai organisasi perangkat
daerah yang berkewajiban mengeluarkan izin mendirikan
bangunan yang mereka ajukan.

Permasalahan yang dihadapai oleh Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu ini perlu disikapi dengan memberikan
kewenangan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
dalam mengatur secara keseluruhan proses pemberian izin
mendirikan bangunan termasuk didalamnya menempatkan tim
teknis yang secara struktural langsung berada di bawah Badan
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Pelayanan Perizinan Terpadu. Sebab secara structural
langsung dalam struktur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Peranan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota
Manado tidak lepas dari pemantauvan terhadap kondisi
pegawai yang ditempatkan di kantor Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu, yang mana kondisi pegawai sangat penting
kepada masyarakat. Dengan adanya Sembilan belas bentuk
pegawai yang hanya 32 sudah termasuk kepala badan
menunjukkan adanya kekurangan tenaga kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala badan
oleh Kepala Badan yaitu “Memang jumlah pegawai kita harus
akan melayani seluruh proses perizinan di Pemkot Manado,
akunya sembari mengatakan saat ini jumlah pegawai yang ada
hanya sekitar 32 orang”. Kenyataan ini dipandang sebagai
salah satu keadaan yang sangat mempengaruhi jalannya
pelayanan kepada masyarakat dimana jumlah pegawai tidak
sebanding dengan beban kerja yang ada. Dengan adanya
keterbatasan jumlah personil ini mengakibatkan terjadinya
penumpukan permohonan.

Keberadaan pegawai yang berjumlah 32 orang
dalam pengamatan juga terlihat dimana tidak semua berada
ketidak hadiran pegawai dalam waktu kerja. Disiplin kerja
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menjadi suatu permasalahan yang juga mempengaruhi

Selain permasalahan kuantitas sumber daya manusia,
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado juga
diperhadapkan dengan permasalahan sumberdaya manusia
dalam hal kualitas. Dari 32 orang pegawai yang telah mengikuti
pendidikan structural baru 8 orang dimana | orang yang
mengikuti diklat PIM I1 dan 7 orang yang mengikuti PIM IV.
Selain permasalahan kualitas dalam hal diklat struktural. Dalam !
kaitannya dengan tugas dan fungsi yang ada sekalipun sebagian
besar pegawai yang ada berlatar belakang sarjana (84.37%)
akan tetapi penguasaan dalam hal pelayanan dan penggunaan
peralatan masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan pengamatan
vang ada dilokasi penelitian menunjukkan dimana sebagain
besar pegawai belum menunjukkan sikap sebagai pelayan
masyarkat dimana nuansa birokratis yang berbelit-belit masih
pula halnya dalam penguasaan peralatan seperti komputer
hanya dilakukan oleh pegawai tertentu.

Sisi lain yang perlu disoroti dalam membahas
organisasi penyelenggara pemberian perizinan adalah faktor
pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan tugas
pokok yang harus diembannya. Pengetahuan dan kemampuan
aparatur penyelenggara pelayanan akan sangat berpengaruh
terhadap produktivitas kerja atau kualitas pelayanan.
Dijelaskan oleh Siagian (1995:65) bahwa : “..... rendahnya
produktivitas kerja atau mutu pelayanan tidak semata-mata
dibebankan oleh tindakan disfungsional, akan tetapi sangat
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mmgkinkmtingkmkmmmdankmunpﬂmﬁdﬂk
mnidmgmﬂwymgdiunbm”.Dimbahkmolemeir
(1993:410) bahwa : “Keterampilan adalah kemampuan
melaksanakan tugas / pekerjaan dengan menggunakan
anggotabadandanperalmnkajayangmedia.mngan
pengertian ini dapat dijelaskan bahwa keterampilan lebih
bmyakmmggmnkanmmggotabadandmipadam-
unsur lain.”

Pendidikan disini sangat diperlukan untuk meningkatkan
kamptmkedaapmm.Bmpapmbmnyastmbudaya
alam yang dimiliki oleh suatu daerah, tanpa di barengi dengan
pmyiapanmberdayaapum(pegawai)mhakansia-da.
dalam arti akan menjadi bumerang bagi pemerintahan lokal.
Karena bisa jadi daerah tersebut hanya menjadi penonton
dalamnmgdolammnbaduynhnymgdinﬁlﬂd.?ada
sisi lain pendidikan menjadi sangat penting karena akan
menentukan kemampuan aparat guna memberikan pelayanan
kepada masyarakat.

Pendidikan merupakan  upaya untuk
mengembangkan sumber daya manusia terutama untuk
Pendidikan dalam suatu organisasi adalah suatu proses
meugembangkankmmpuankeamhyangdiinginkmoleh
yang dimiliki oleh aparat, seyogyanya diikuti dengan
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oleh masyarakat dapat terwujud dengan baik.
organisasi modem atau pada organisasi sektor privat, kata
kompetensi sudah tidak asing lagi, karena dengan berbasis
kompetensilah suatu organisasi terasa lebih kondusif dan
kompetetif. Tetapi lain halnya dengan organisasi sektor publik,
Kompetensi di bagi menjadi 2 (dua) yaitu kompetensi dasar,
struktural, sedangkan kompetensi bidang adalah kompetensi
yang diperlukan oleh setiap pejabat struktural sesuai dengan
bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Kompetensi sangat dibutuhkan bagi suatu organisasi, agar
dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk
kategori baik atau rata-rata. Penentuan ambang kompetensi
yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi
proses seleksi, suksesi peerencanaan, evaluasi kinerja dan
pengembangan sumber daya manusia.

Maju mundurnya suatu organisasi ditentukan pula
oleh kinerja karyawan/pegawai yang dimilikinya. Apakah
karyawan yang menjalankan tugas itu mampu
bertanggungjawab atau tidak, sehingga jika ada kegagalan
top leader siap untuk mencopot dari jabatan yang diemban.
Akan tetapi top leader harus memperhitungkan matang-
sampai keputusan yang diambil itu salah'besar, yang kadang-
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kadang didasarkan atas dugaan dan bukan atas keadaan yang
kedepannya nanti peran pemda perlu mengatisipasi, terhadap
perubahan peran yang mengarah pada kompetensi jabatan,
yang pada akhimya pemda harus menyiapkan segala yang
berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia
vang dapat meningkatkan kinerja maupun meningkatkan
kemampuan dalam memberikan pelayanan yang bermutu.

Pada dimensi organisasi yang ada di Badan
Pelayanan Perizinan Terpadumelalui  potensi  sumberdaya
pendidikan, di mana potensi tersebut berkaitan dengan
keahlian yang dibutuhkan dalam pengelolaan untuk menjadi
pelayan masyarakat. Dengan adanya pegawai yang mampu
memiliki keahlian dan langsung ditempatkan di Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dengan jumlah yang memadai
maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu akan mampu
melayani sesuai kebutuhan masyarakat vang diharapkan dan
juga pengharapan akan tujuan Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu dapat dicapai. -

Sistem peningkatan kualitas atau profesionalisme
(recruitment) pegawai itu seringkali tidak sinkron dengan
sistem mutasi dan/atau sistem pembinaan karier pegawai.
Dalam arti bahwa pegawai yang telah dilatih pada bidang
keahlian tertentu agar menjadi profesional dalam bidang
tugasnya, seringkali dimutasikan ke jabatan atau bidang tugas
yang lain. Sementara itu penggantinya dari pejabat yang
menangani bidang lain yang tentunya belum mempunyai
keahlian dalam bidang tugas barunya itu. Akibatnya Dinas /
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Badan penyelenggara pelayanan ijin mendirikan bangunan
tidak semakin spesifik dan ahli (profesional) dalam bidang
tugasnya, berjalan di tempat bahkan kadang-kadang
dan rutinitas tanpa disertai inovasi dan kreativitas untuk semakin
maju dan baik pada masa mendatang.

Peningkatan kualitas pegawai berupa pengetahuan
dan keterampilan (profesionalisme) memegang peranan penting
bagi Dinas/Badan penyelenggara pelayanan perijinan, karena
akan berdampak langsung pada peningkatan produktifitas dan
pelayanan. * ..... rendahnya produktivitas kerja dan mutu -
pelayanan tidak semata-mata dibebankan oleh tindakan dan
perilaku yang disfungsional, akan tetapi sangat mungkin karena
tingkat kemampuan dan keterampilan tidak sesuai dengan
tugas yang diemban (Siagian, 1995:65). Selain dari pada itu
kemampuan pegawai akan melahirkan jiwa inovast, yakni “...
semangat jiwa menuju pembaharuan dan mekanisme kerja
dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara optimal.
Dimana kemampuan inovatif merupakan kemampuan
konseptual dan kreatif dari pada kemampuan ilmiah”
(Komarudin, 1994:410).

Keterbatasan sumberdaya manusia pengelola
perizinan perlu disikapi dengan adanya penambahan pegawai
yang memiliki kompetensi secara teknis memiliki personalia
yang baik, dapat menggunakan peralatan kantor dengan benar
(misalnya computer) dan menguasai bahasa inggris (mengingat
ada sebagian masyarakat yang dilayani merupakan investor
asing) yang perekrutnnya melalui seleksi uji kelayakan dan
kepauhan, memberikan pelatihan baik formal maupun informal
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seperti yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 tahun
2008.

Aparat pelaksana atau implementor merupakan
faktor lain yang menentukan apakah satu kebijakan publik
sulit atau tidak diimplementasikan. Komitment untuk
berperilaku sesuai tujuan kebijakan penting dimiliki oleh aparat
pelaksana. Oleh karena itu diperlukan pengembangan aturan
yang jelas dan sistem monitoring dan kontrol yang efektif dan
transparan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya
perilaku aparat yang berlawanan dengan tujuan publik tersebut.
Selain itu, masyarakat perlu diberdayakan agar lebih kritis

Perlu juga dipraktekkan, pilihan proram sebagai
untuk mengarahkan perilaku aparat. Selain itu, kualitas aparat
yang sering dijumpai. Terutama, menyangkut implementasi
kebijakan yang membutuhkan ketrampilan khusus. Uraian di
atas, dengan jelas menunjukkan bahwa aparat pelaksana
kebijakan menjadi salah satu aspek untuk menilai sulit tidaknya
implementasi kebijakan. Komitmen, kualitas dan persepsi yang
baik nantinya akan memudahkan dalam proses implementasi
kebijakan dan sebaliknya.

2. Keuangan

Dalam implementasi kebijakan Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu melalui aspek organisasi, pengelolaan
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kantormuupakanhalyangumnberpmndulmnmksmya
pelayanan yang diberikan. Kondisi anggaran keuangan yang
ada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menunjukkan
anggaran dana yang sudah baik pengelolaannya, sehingga
keuangan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sudah terlihat
tertib,

Pada pengelolaan keuangan Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu, bagian keuangan selalu memberikan
hpaanbaikmhlggmbulmm.dmtahlmmkepadakcpah
badan dan diteruskan kepada sektetaris daerah kota melalui
asismllTrammsipmggumdanpmgdolmkam
merupakan satu hal yang selalu di kedepankan oleh pihak
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Setelah trasparansi dana.
maka laporan keuangan atau anggaran perbulan atau pertahun
di evaluasi untuk dijadikan bahan kekurangan yang perlu
dilengkapi sebagai pengembangan dana operasional
dikemudian hari. Sekalipun diakui baik oleh kepala badan
maupun Kepala Subbagian Keuangan dan pelaporan dimana
sebenamya dengan besaran dana yang diterima dari alokasi
APBD sebanyak Rp. 900.000.000 sebenamya masih sangat
selama satu tahun anggaran.

Salah satu contoh terbatasnya dana yang dimiliki
adalah dengan satu tahun anggaran, Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu hanya mampu mengikutkan 3 orang pegawai dalam
kegiatan bimbingan teknis peningkatan kualitas aparatur
dalam dunia pelayanan perizinan, akan tetapi pihak Badan
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Pelayanan Perizinan Terpadu tidak dapat berbuat lebih karena
yang disetujui dan tertata dalam APBD hanyalah untuk 3 orang
pegawai sementara sebagai besar pegawai yang berada di
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu belum mengikuti pelatihan

mi.

Nugroho (2003:103) mengatakan bahwa: “Banyak
kebijakan yang baik, akhirnya tidak dapat dilaksanakan
karena tidak didukung ketersediaan sumber daya yang
memadai”. Kesanggupan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Manado yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan,
sangat menentukan keberhasilan. Sumber daya yang ada
semestinya diberi kewenangan yang penuh, baik dari atasan
kepada bawahan atau sebaliknya, yang menjamin bahwa
kebijakan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan aturan atau
Kota Manado. Hal itu berarti, apabila dimensi sumber
pelaksanaan program diterapkan secara lebih efektif
(meningkat), tingkat pelayanan akan meningkat pula.
operasional di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ,
dapat melakukan pengaturan sumber daya keuangan melalui
pembuatan anggaran (budgeting), mencari sumber daya
keuangan (financing), dan mengatur penggunaan anggarannya
atau pembelanjaannya (costing). Permasalahan yang timbul
dengan sumber pembiayaan yang terbatas dan strategi
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distribusi serta alokasi yang kurang jelas arah penggunaanya
(tidak fokus). Wahab (2001:88) mengatakan bahwa:

Dana tak dapat disangkal merupakan salah satu
faktor penentu dalam program pelayanan izin
dana diperlukan untuk menggaji atau menyewa
tenaga personalia yang memungkinkan dilakukannya
analisis teknis yang diperlukan untuk membuat
peraturan, mengadministrasikan program dan
memonitor pelaksanaannya sehingga terbuka peluang

Implementasi kebijakan bergantung pada penetapan
tingkat batas ambang penyediaan dana. Tingkat batas ambang
yang tidak memadai, menyebabkan suatu program gagal
tidak menjamin bahwa suatu program dapat segera dimulai
dengan tepat, lancar dan berhasil.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan dalam
melaksanakan implementasi kebijakan, yakni meningkatkan
sumber daya yang ada dengan ketersediaan sumber dana guna
meningkatkan personal birokrasi yang lebih manusiawi. Wahab
(2001:63) mengatakan bahwa:

Implementasi sebagian besar merupakan program
kebijakan yang mencoba berusaha keras untuk
mempengaruhi perilaku birokrasi para pejabat
lapangan dalam rangka memberikan pelayanan atau
Jasa tententu pada warga masyarakat.
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Tentu saja diperlukan ketersediaan dana dalam
berbagai aktivitas mereka. Implementasi kebijakan yang
kurang didukung ketersediaan sumber dana mengandung
Mungkin saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, tidak
mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak
efisien, bekerja setengah hari, atau karena mereka tidak
sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan
permasalahan yang digarap di luar jangkauan kekuasaannya.
Betapapun gigih usaha mereka bila tidak diimbangi
ketersediaan pendanaan bagi implementasi kebijakan, sukar
untuk dipenuhi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

Winamo (2007:158) mengatakan bahwa dana atau
bentuk perangsang lain merupakan pendorong dan
memperlancar implementasi yang efektif. Selanjutnya ia
mengatakan bahwa dalam beberapa kasus besar kecilnya
dana akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan
Alokasi dan ditribusi sumber keungan secar khusus dalam
melaksanakan kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan.
masyarakat membutuhkan pelayanan. Masalah yang terjadi
adalah terbatasnya blangko yang tersedia. Untuk mengadakan
peralatan kantor tidak mudah dan membutuhkan waktu yang
lama, karena dalam mengadaan itu harus menunggu alokasi
dana untuk tahun anggaran berikutnya. Kondisi ini akan sangat
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mempengaruhi jalannya pelayanan, Demikian pula halnya
ketika akan melakukan peninjauan lapanga, petugas yang ada
tidnkdilendmpidmgmbiayammkopemionalkodam
Demikian pula halnya dengan pemenuhan kebutuhan kantor
lainnya seperti tambahan unit komputer, penambahan gedung
publik seperti ruang tunggu dan WC juga tidak menjadi
mwwmmmmmm
diusahakan untuk pengadaan generator set tapi belum

: Salah satu penyebab belum optimalnya
Terbatasnyaanmmyangtemedinmenyeb.bhnkmlim
pelaymmpadamblikymglnmsdiberihnolahpehhm
kebﬂdmjugatabm.Dnymgmﬁﬁmmgtbadmk
padaefektiﬂlyapamdimmdmmmpehym
seperti ketersediaan komputer, ruang tunggu yang memadai
dan lain sebagainya.

Sumber daya kebijakan ini harus tersedia dalam
rangka memperlancar adminitrasi implementasi suatu
kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain
besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan, Hal ini
npatiditegakmoldxmﬂandanvnnMM(lQ?StﬁS)
menyatakan “new fown study suggest that the limited
supply of federal incentives was a major contributor to
the failure of the program" terbatasnya insntif ters ebut
ﬁd&akmmmmmgubahsﬂapdmp«ﬂah(dispodﬁ)
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para pelaku kebijakan. Oleh karena itu, agar para pelaku
kebijkan memiliki disposisi (sikap dan perilaku) tinggi dalam
melaksanakan kebijakan diperlukan insentif yang cukup.
Pendapat yang dikemukakan oleh Edward IIT (1980:82)
dalam kesimpulan studinya yakni, * budgetary limitations,
and citizen opposition limit the acquistion of adequate
facilities. This is turn limit the quality of the service that
implementors can be privide to the public”. Kondisi
melaksanakan tugas dan fungsinya secara optima dan mereka
tidak mendapatkan incentives sesuai denagn yang diharapkan
sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program.

Pembiayaan yang berasal dan Pemerintah secara
rutin diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) dan yang berasal dan Pemerintah Daerah diatur
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi maupun Kota Manado sendiri. Pembiayaan
operasional dalam pemberianizin mendirikan bangunan harus
melalui proses politik yang dinamakan budgeting
(penganggaran), yang merupakan salah satu fungsi yang
melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam proses budgeting,
pembiayaan harus dimasukkan pada belanja pemerintah
(government expenditure), untuk itu harus ada pendapatan
terlebih dahulu (general revenue) yang ditetapkan beserta
sumber-sumbernya. Sebagaimana diketahui dari keterangan
Terpadu dibagi kepada biaya operasional, biaya investasi dan
biaya personal.
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Implementasi kebijakan akan efektif jika para
implementornya memiliki sumber daya yang mampu
melaksanakan kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan
Edward I11(1980:53) bahwa : “implementation orders may
be accurately transmitted, clear, and consistent, but if
implemamtation lack the resources necessary to carry out
polities, implementation is likely to be in¢ffective” Salah
satu faktor mengapa perlunya anggaran yang memadai dalam
implementasi kebijakan adalah untuk menunjang bernagai
fasilitas. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan
kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan,
serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil
program dapat berjalan. Terbatasnya dana mengakibatkan
ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana secara
maksismal. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa
dalam implementasi kebijakan karena akan mempengaruhi
kinerja kebijakan.

3. Sarana dan Prasarana

Implementast kebijakan Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu melalui aspek organisasi tidak dapat dilepaskan dari
sarana dan prasarana di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Manado masih dalam kategori kurang. Kurangnya
ketersediaan sarana dan prasarana antara lain dimana sering
permintaan dan pencairan dana untuk pembelanjaan.
Termasuk juga didalamnya masih kurangnya computer dimana
hanya berjumlah 21 unit (sudah termasuk yang rusak/tidak
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berfungsi). Pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu sangat tergantung dari sarana ini
(computer). Pengakuan dari Kepala Sub bagian Umum bahwa
semua pegawai perlu dilengkapi dengan peralatan kantor yang
Berdasarkan kondisi yang ada dilokasi penelitian
setidaknya permasalah yang berkaitan dengan sarana dan
prasarana yang perlu untuk diperhatikan dan di tambah di
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu antara lain computer,
kendaraan roda dua maupun roda empat dan kantor yang
perlu yang lebih representative. Kurangnya computer
mengakibatkan menumpuknya berkas — berkas permohonan
dari masyarakat (tidak terinput dalam sistem tepat waktu).
dimiliki oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu hanya satu
unit, itupun hanya dipergunakan untuk operasional Kepala
Badan. Dengan beban kerja yang harus turun ke lokasi (tempat
dimana masyarakat yang mengajukan permohonan berada)
untuk pemeriksaan dan peninjauan, pegawai memerlukan
sarana penunjang baik motor maupun mobil. Ketidak
tersediannya sarana ini mengakibatkan terbengkaliannya
pelayanan termasuk adanya permintaan biaya “tambahan”
kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Selain masalah computer dan kendaraan, kondisi
ruang kerja dan bangunan juga turut mempengaruhi proses
pelayanan. Secara letak harus diakui kantor Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu dapat dikatakan cukup strategis akan tetapi
dengan kondisi gedung (sangat sempit) yang perlu adanya
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perawatan serta perluasan. Ketidak kondusifnya kurang kerja
turut mempengaruhi semangat kerja dan pelayanan yang
diberikan.

Sarana dan prasarana kantor yang masih kurang
menyebabkan pekerjaan untuk pemberian izin sering
terlambat. Hal ini lebih lanjut diakui oleh Subbagian Umum
bahwa pengadaan peralatan kantor untuk menunjang kegiatan
sedangkan untuk ruang kantornya masih terasa belum

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber
daya, karena hal ini sangat menentukan dalam bidang sarana
dan prasarana dasar. Keberhasilan pembangunan dapat diukur
dan dinilai dari ketersediaan dan kecukupan sarana dan
prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses
implementasi kebijakan, sumber-sumber yang tersedia karena
hal ini yang dimaksud juga adalah peralatan yang dapat

Sumber daya peralatan merupakan saran yang
yang meliputi gedung, tanah dan saranan yang semuanya
memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam
efisien, sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan publik.
Aparat yang perperilkau suka dilayan dari pada melayani akan
berdampak pada hasil kerja yang buruk. Suka mengulur-ulur
waktu, bekerja berdasarkan uang perangsang dari
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berperan penting terhadap optimalisasi pelayanan publik.
Birokrasi yang profesioanl memiliki kompetensi serta
pengalaman kerja sangat mempengaruhi pelayanan izin
mendirikan bangunan

Untuk menciptakan pelayanan pemberian perizinan
mu&kmmmmhpdudiimbmsidum
mmmmmmw
computer, printer, genset (mengantisipasi sering terjadi
pumdaumlimik).nmgknmmlebihmmmive.
pengadaan kendaraan operasional untuk digunakan oleh
pegawai saat peninjauan lokasi, serta perlu untuk bekerja
mdenmpilukpabankmmtukmmnpﬂkmtcllcrdi
kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melayani
panbaymmm'b\sipmnmizinduimym

Dengan demikian, perlu ada dukungan sarana/
prasarana di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sangat
diharapkan. Bagaimmpm.manadmplmamuﬁadi
utama dalam pengembangan pelayanan dewasa ini. Secara
langsung perlu pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu selalu
melakukan evaluasi untuk sarana prasarana Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu, yang mana hasil dari evaluasi tersebut juga
diiadikanbahmmjukankdnmaanymgpdudihngknpi
dalam bidang perizinan.
4. Kelembagaan

Dalam Implementasi kebijakan, Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu memiliki struktur organsasi yang ditetapkan
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untuk menopang jalannya pelayanan yang ada, yang terdiri
Kepala Badan; Kepela Bagian Tata Usaha yang dibantu oleh
Subbagian Keuangan dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian
dan Subbagian Umum; serta Empat Bidang Pelayanan; dan
Tim Teknis. Struktur organisasi ini selain tim teknis telah
dilaksanakan dengan baik oleh pihak Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu. Jalannya kelembagaan ini telah dilengkapi
dengan tugas dan fungsinya berdasarkan struktur dan jabatan
dengan mengacu pada Peraturan walikota Manado Nomor
40 tahun 2008.

Konsep pemikiran Siagian (1985 :229) bahwa ada
dua aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi
struktur menunjukkan hubungan formal antara peranan dan
menunjukkan mekanisme kerja dalam mengkoordinasikan,
mempengaruhi dan mengawasai kegiatan. Tentunya proses
administrasi ini hanya dapat dijalankan apabila ada aparat
pelaksana yang melaksanakan tugas pada organisasi
pema'imlnnditingkmkmatanpmnkman. Pembentukan
struktur organisasi bertujuan untuk memudahkan dalam
pembagian tugas dan wewenang , sehingga setiap unit
organisasi memahami tugas, wewenang dan tanggung jawab
Egjdm,mmnbedakmmdeugmmnommmm

Secara struruktur yang dilengkapi dengan rincian
tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota
Manado seharusnya dapat menjadikan pelayanan perizinan
di Kota Manado berjalan dengan baik. Namun kenyataan
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tidaklah demikian. Keberadaan struktur organisasi untuk
menjalankan tugas dan fungsi dalam melayani masyarakat tidak
dilengkapi dengan terpenuhinya jumlah pegawai yang ada
untuk melayani 19 (sembilan belas jenis perizinan) di Kota
Manado. Jumlah pegawai yang hanya 32 orang serta tidak
perizinan menjadi terhambat. Oleh kerenanya untuk dapat
mewujudkan pelayanan dapat berjalan dengan baik maka
pemerintah haruslah memenuhi kebutuhan Badan Pelayanan
Perizinan terpadu dalam hal ketersediaan aparat pelaksana.

Jalannya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu juga
secara kelembagaan dalam upaya untuk melaksanakan tugas
memerlukan koordinasi dan kerjasama baik dengan
masyarakat yang mengajukan permohonan maupun juga
koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sampai saat ini masih periu
untuk tetap berkoordinasi dengan Dinas Tata Kota, Badan
Perencanaan pembangunan Daerah maupun pihak Badan
Pertanahan Nasional didalam penilaian kelayakan penerbitan
di Dinas Tata Kota sementara Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu terkadang hanya sebagai lembaga yang memproses
dan kerja sama dengan SKPD lainnya. , -
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Unsmlainymgpcrludipednﬁkmdalammemlik’
organisasi penyelenggara pelayanan ijin usaha adalah unsur
koordinesi. Dalam kanca} iritabon koordines diactl
sebagai kesepakatan. Ndraha (2000:533) menjelaskan bahwa
: “Koordinasi pemerintahan -.... sebagai proses kesepakatan
bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur
pemerintahan ..... sehingga di satu sisi semua kegiatan terarah
pada tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan bersama, dan
di sisi lain pihak yang satu tidak dirusakkan oleh keberhasilan
pihak lain”,

Diakui oleh Kepala Badan dimana sampai saat ini
untuk terus di tangani sebab diakuinya bahwa koordinasi
dengan instansi i terkait belum efektif sampai saat ini. Masih
terasa kurang koordinasi dengan instansi teknis terutama
instansi teknis yang lokasinya berada jauh dengan kantor
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado. Salah satu
cara yang sckiranya dapatmempakmsolusiamspmsnhhn
iniadalahdengandilakukmpembalmmammempabaih'
suulm.lrkelembagaantctmamkdidalamnyamenempmkm
Perizinan Terpadu.

Koordinasi dalam pelayanan ijin mendirikan
telah dilakukan oleh Dinas Tata Kota. Hal ini berkaitan erat
dumnnmlﬁdmkmmmtdnnsymgdmlﬂcDm/
Badmaasebmmasihtelaﬁftabmnl(ummp\mdmisdan
w&idnﬁmdahnpdakmmﬂajmmtﬂak
dipui&an,dmapabiladiabaikmmakaakmbahayakmm
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dapat menimbulkan resiko tinggi bahkan kehancuran.
Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu Hadist (Buchari dan
Muslim) antara lain bahwa : “Apabila suatu pekerjaan tidak
dikerjakan oleh ahlinya maka tinggal tunggu kehancurannya”.
ijin usaha industri dilakukan melalui rapat-rapat pembahasan
dan peninjauan lapangan bersama di antara OPD terkait yang
dikoordinasikan oleh Dinas/Badan penyelenggara perijinan.
Notulen rapat dan/ atau laporan hasil peninjavan lapangan
bersama itu akan dijadikan landasan penentuan apakah
atau ditolak. Dalam hal tertentu, terutama yang berkaitan
dengan kompetensi (tugas pokok dan fungsi) suatu OPD yang
terkait, maka Dinas/Badan penyelenggara pelayanan perijinan
akan meminta advice atau rekomendasi dari OPD yang
bersangkutan, sebagai pertimbangan dalam pemberian ijin
bangunan.

Dalam kaitannya dengan pelayanan izin mendirikan
dengan pelayanan izin mendirikan bangunan yang diberikan
kepada masyarakat sebagai penyelenggara pelayanan yang
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dari sumber daya
pegawai, anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan
yang tersusun dengan jelas kinerjanya, sehingga melahirkan
masyarakat di Kota Manado.

5. Perencanaan
Perencanaan yang telah dilaksanakan di Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu berupa perencanaan strategi
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yang pada prinsipnya merupakan suatu rangka perenhcanaan
yung terakumulasi dalam suatu frame kegiatan dan
diimplementasikan dalam kegiatan operasional berdasarkan
lugas dan fungsi dengan mengacu pada rencana stratejik
Pemerintah Kota Manado.

Rencana stratejik ini pula dijadikan sebagai indikator
vung dapat menunjang proses kegiatan sekaligus bertujuan
meningkatkan kinerja dalam rangka efisiensi, efektivitas
lerhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan
memperhidungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau
mungkin timbul.

Perencanaan statejik Badan Pelayanan Perizinan
lerpadu dinyatakan dengan langkah awal melalui penetapan
visi yaitu meningkatkan investasi daerah dengan pelayanan
perijinan yang prima dan terpadu dan misinya vaitu
meningkatkan efektivias pelayanan, ketepatan waktu dan
profesionalisme, memberikan kepastian pelayanan perijinan
serta membentuk sumber daya yang professional dalam
melayani perijinan. Untuk mewujudkan visi dan misi, Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu telah menetapkan enam program
kerja utama yaitu pelayanan administrasi perkantoran,
peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur, pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan, peningkatan
pengembangan sistem perencanaan kinerja dan keuangan dan
peningkatan pelayanan public di bidang perizinan.

Selain itu ditetapkan pﬂapummpuwnlyang
mencakup perencanaan pegawai, pengadaan pegawai,
pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi,
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Kondisi yang terlihat dalam lokasi penelitian dimana
kekurangan personil dalam hubungannya dengan perencanaan
oleh Pemerintah Kota melalui baperjakat. Pihak Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu hanya menerima apa yang telah
dltetq:kmold:pmmtnhkntamehhn Badan Kepegawaian

Perencanaan dalam tatalaksana (ketatausahaan)
yang dilaksanakan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
dari menghimpun (menerima), mencatat, mengelola,
mengadakan, mengirim dan menyimpan semua bahan
keterangan yang diperlukan oleh Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu maupun masyarakat. Secara hasil pernyataan dari
unsur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu baik kepala badan,
dan Kepala Bagian Tata Usaha rata-rata dalam melaksanakan
perencanaan serta mengaplikasikan ketatausahaan telah
dilaksanakan dengan baik sesui dengan prosedur tatalaksana
kinerja sebagai pendukung dari keberhasilan pelayanan yang
dilaksanakan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, di mana
indikator keberhasilan ini merupakan langkah suksesnya suatu
Perizinan Terpadu, perencanaan dilakukan dengan
menyesuaikan pada perencanaan Pemerintah Kota Manado,
akan tetapi dalam perencanaan dengan pelaksanaan masih
banyak yang kurang sesuai dengan prosedur yang

dilaksanakan. Selain itu kaitannya dengan pelayanan perizinan
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temassuk izin mendirikan bangunan ditinjau dari perencanaan,
hihwa perencanaan yang telah dirancang baik perencanaan
sirutegis kerja. perencanaan personal, perencanaan tata
lnksana (ketata usahaan) dan perencanaan sarana dan
jrisarana semua itu untuk menunjang pemberian perizinan
hagi masayarakat di Kota Manado yang diupayakan untuk
ilaksanakan dengan memperhatikan mutu pelayanan Badan
I'clayanan Perizinan Terpadu vang handal termasuk
hdutamnya terhadap pembenian 1zin Mendirikan Bangunan.
Implementasi kebijakan penerbitan izin mendirikan
lamngunan itu berhasil perfu dipahami dimensi organisasi itu
dengan baik, sebab organisasi menurut Jones (1994:166)
mengemukakan bahwa:
Organisasi berkaitan dengan pembentukan atau
penataan kembali sumber daya, unit-unit serta
metode yang diperlukan untuk berjalannya program.
Interpretasi adalah menafsirkan agar program
menjadi jelas dan dapat diterima serta dilaksanakan.
Aplikasi adalah berkaitan dengan pelaksanaan
kegiatan yang meliputi penyediaan barang dan jasa.
Oleh karena ity efektifitas suatu implementasi sangat
ditentukan oleh sejauhmana penataan organisasi
pelaksana implementasi, menafsirkan dengan jelas
program-program yang sudah dirumuskan, dan
sejauhmana aplikasinya.

Bila dikaitkan dengan hasil pengataman di kota
Mainado dimensi organisasi memperjelas bahwa organisasi
merupakan lembaga pelaksana dari suatu kebijakan publik
yung pada gilirannya dapat memengaruhi keberhasilan
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penataan organisasi dengan pembentukan kelompok kerja,
kewenangan yang cukup, kejelasan standar, dan overlapping
pelaksanaan tugas pelayanan. Dengan, pembentukan
kelompok kerja atau unit kerja dalam struktur organisasi
merupakan upaya untuk mempercepat penerbmn izin

prosedur pekerjaan mereka dalam pencapaian tujuan program
sehingga dengan sendirinya akan kelihatan apakah ada
overlapping pelaksanaan tugas ketika mereka melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya.

yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan
yang relatif dapat diidentifikasi, dan bekerja atas dasar yang
relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama.
Selanjutnya Henry (2004:125) mengemukakan: “
Organisation are considered to be group of people working
together in order to achieve a common purpose ...
organization exis because individual are limited (Both
physically and mentally) in their capabilities “. Orang-
orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama,
fisik maupun mental. Di dalam organisasi tentu saja terdapat
pengorganisasian yang merupakan suatu proses penetapan
pekerjaan, standar pelaksanaan tugas, pengelompokan
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tugas-tugas dan sumber-sumber untuk mencapai tujuan secara
efektif dan efisien.

Organisasi pemerintah dalam penerbitan izin
mendirikan bangunan, dibutuhkan fungsi ranajemen yang
berkaitan dengan fungsi organizing (pengorganisasian).
Mengenai hal ini, Caldwell (1999:12) menyatakan “The
ability of government to organize for immediate tasks,
however, will depend upon how will the permanent
structure of public administration facilitates ad hoc, short-
range, and specific action”, Kemampuan pemerintah
mengorganisasikan tugas-tugas dengan cepat akan tergantung
pada struktur tetap administrasi yang diperlengkapi dengan
ad hoc, jangka pendek, dan tindakan spesifik.
izin mendirikan bangunan perlu mendapat perhatian. Sebab
ada di kota manado tak akan mungkin dapat diwujudkan jika
tidak didukung unit kerja atau bagian yang khusus melayani
IMB dengan ream work yang solid. Sebab, unit organisasi
itu merupakan wadah dan sarana proses kerjasama dalam
rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya
ada. Sebab dengan adanya unit kerja khusus yang melayani
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lebih mengarahkan para petugas layanan untuk melaksanakan
tugas-tugas pelayanan. Tanpa struktur yang dan mekanisme
yang jelas akan mengaburkan kewenangan dan tanggung
jawab mereka dalam bekerja sebab dengan unit kerja yang
dibentuk akan mempermudah menyusunan uraian tugas dan
fungsi (tupoksi).

Karena itu, semakin optimainya pemahaman
terhadap pembentukan kelompok kerja, dan didukung dengan
sumber daya yang profesional serta didukung dengan sarana
dan prasarana yang memadai akan membuat para petugas
unit pemberian izin mendirikan bangunan semakin lebih
baik melaksanakan pekerjaannya dari yang sebelumnya,
budaya sebagai alat perekat kerjasama.

Sesungguhnya bila disadari inti otonomi daerah
adalah diberikannya kewenangan oleh pemerintah pusat ke
daerah, dan pemerintah daerah menggulirkan ke organisasi
perangkat daerah yang ada. Sebagaimana diungkapkan
Saefullah (2007: 188) yang mengatakan bahwa inti otonomi
daerah adalah “kewenangan yang diberikan kepada dacrah
untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan tidak
mengabaikan kedudukannya sebagai subsistem dari Negara
Republik indonesia™.

Bergulirnya kewenangan itu, pada dasarmya
merupakan kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat
kepada daerah agar daerah bisa mengembangkan
pembangunan di daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya
masing-masing. Dengan diberikannya kepercayaan dan
kewenangan kepada organisasi perangkat daerah yang ada,
tentu saja para aparatur akan mendapat kewenangan sebagai
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upaya kemandirian aparaturnya, agar aparatur mempunyai
sikap percaya diri merespons perubahan untuk mengambil
inisiatif dan menciptakan prakarsa, kreativitasnya yang
berorientasi pada keperluan daerah yang bersangkutan
Dengan demikian minimnya pelimpahan wewenang akan
standar dan prosedur pelayanan pun tidak optimal.
konsisten, karena dengan kejelasan itu akan menjadi pemandu
standar akan mudah mengetahui apakah aparatur mampu
mencapai standar waktu perizinan, dari standar juga dapat
diketahui persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh
dan prosedur akan mempermudah pelaksanaan pekerjaan,
karena dalam prosedur itu tampak urutan waktu
(chronologis) serangkaian tugas-tugas menurut waktu dan
cara tertentu untuk menyelesaikannya. Dalam prosedur akan
tampak bagaimana melaksanakan, bilamana dan oleh siapa
yang melaksanakan tugas-tugas penerbitan izin mendirikan
bangunan itu sendiri.

Adanya kejelasan standar dan prosedur dalam
organisasi dengan maksud agar lebih mudah melakukan
penilaian kinerja aparatur, sebagaimana dikemukakan
Atmosudirdjo (1982:223) yang menyatakan bahwa “kejelasan
standar dan prosedur sangat penting ditetapkan dalam
untuk mengukur tugas, jabatan atau pemenuhan kewajiban”,
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makaakmsu!itmngmcm-kepunﬂmapammkepadamm,
yaimkepamhankepadapaanmdamhmqmngpaubitan
duplikasi tugas.

Aspek Interpretasi Dalam Implementasi Kebijakan
PembedanlanmdhﬂcmBnguundiKm Manado,

Pengertian Interpretasi menurut Jones (1996 : 296)
adalah “Menafsirkan agar program (serangkaian dalam status)
menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat
diterima serta dilaksanakan”. Jadi interpretasi berkait erat
dengan para pelaksana (implementators) untuk memahami
apa yang harus mereka kerjakan sesuai dengan yang
seharusnya. Penafsiran yang keliru atau salah terhadap suatu
kebijakan publik, akan mengakibatkan terjadinya kesalahan
dalam implementasi kebijakan publik tersebut. Akibatnya
tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan tersebut tidak

tercapai,

Pada rumusan interpretasi dalam pelaksanaan
kebijakan ini menitikberatkan pada kejelasan, ketelitian,
konsistensi, penyusunan prioritas, sumber daya yang cukup
komunikasi antara kata dan makna (penafsiran). Penafsiran
adalah suatu hal yang pamngtm:kmundmnapamunﬂ
pada setiap tahapan pembuatan keputusan. Hal tersebut
ditekankmkarenaldmseringmengmggap bahwa hukum,
perundang-undangan, keputusan, pedoman serta perintah
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oleh sebab itu perhatian yang besar harus diberikan kepada
cara yang digunakan para pelaksana dalam menafsirkan
tanggung jawab mereka.

Dengan demikian, interpretasi terhadap setiap
program dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan
pelaksanaannya, dan yang dapat memberikan pemahaman
secara lengkap, tepat, dan jelas, sehingga memperlancar
pelaksanaan program. Interpretasi dalam implementasi
kepada bagaimana penyelenggara mengerti dan memahami
akan pentingnya pembentukan badan perizinan ini yang lebih

Kemampuan dari aparat yang telah dipercayakan
bangunan yang terwujud dalam mengatur waktunya,
menjabarkan program-program kerja, mengendalikan
manajemen pemerintahan dan bahkan terkadang termasuk
juga didalamnya permintaan-permintaan imbalan/biaya
administrasi yang tidak wajar. Interpretasi yang benar
suatu program akan menyulitkan pelaksanaannya.

Interpretasi ini dikaitkan dengan kepemimpinan,
karena interpretasi ini mengkaji pengelolaan kebijakan,
program dan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
yang akan dilaksanakan. Dalam pengambilan keputusan
biasanya ada pada Pemerintah kota dalam hal ini melalui
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado.
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Hasil penelitian mengenai Interpretasi kebijakan Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan observasi dan
pernyataan menunjukkan masih adanya hal-hal yang perlu
untuk dilakukan perbaikan dalam upaya untuk mencapai tujuan
yang ada dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat baik dalam menginterpretasikan kebijakan,
program dan kegiatan di badan pelayanan. Dalam dimensi
kinerja sebagai pendukung dari keberhasilan program yang
dilaksanakan yaitu: 1) Kebijakan, 2) Program dan 3 ) Kegiatan.
1. Kebijakan

Pada interpretasi yang mana pihak Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Manado dari pimpinan dan pegawai
kantor perlu memberikan kebijakan di kantor dari program-
program yang telah direncanakan. Kebijakan ini tidak lepas
dari pengambilan keputusan berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku. Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Manado selama ini telah melakukan interpretasi
kebijakan berdasarkan peraturan yang berlaku dan juga
pimpian kantor sering melakukan pengambilan kebijakan
berdasarkan pertimbangan dan petunjuk dari pemerintah kota
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado tersebut.

Peraturan Walikota Manado Nomor 06 tahun 2009
tentang Penyelenggaraan perizinan pada Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Manado. Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat dalam hal perizinan. Pembentukan badan ini
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yang terjadi selama ini. Pemahaman yang benar akan
hbuakanymgd:pamyakanaknndapatmembtmmmm
dan pegawai yang ada dapat dan mampu menjalankan tugas
yang diberikan.

Pelayanan perizinan terpadu dalam pelaksanaannya
melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan sembilan
belas jenis pelayanan yang ada. Dalam kaitannya dengan
pelayanan izin mendirikan bangunan, Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Manado memiliki kewajiban dalam
upaya untuk bagaimana dapat mengimplementasikan
kebijakan penerbitan izin mendirikan bangunan dengan
berpedoman pada program kerja serta berbagai kebijakan
yang mengikatnya.

Pemberian izin mendirikan bangunan setidaknya
memiliki keterkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya.
Menjadi kewajiban Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Manado dalam hal ini pimpinan dan staf yang ada untuk dapat
yang ada. Pemahaman yang benar terhadap segala peraturan
yang berkaitan langsung dengan proses pemberianizin
mendirikan bangunan akan memudahkan dalam pengeluaran

izin
Proses pengajuan permohonan untuk mendapatkan
izin mendirikan bangunan yang harus dilengkapi oleh
masyarakat yaitu :
a) Surat permohonan yang langsung di buat oleh
b) Foto copy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan
tanah yang sah (untuk asli cukup diperlihatkan)
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¢) Sketsasituasi lokasi bangunan

d) Gambar bangunan

¢) Dokumen lain yang dianggap perlu seperti KTP
pemohon, bukti lunas PBB dal lainnya.

Sebagai seorang pelayan masyarakat, pegawai yang
ditempatkan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Manado diwajibkan untuk dapat mengerti dan memahami
mengapa persyaratan tersebut dimintakan kepada masyarakat.
Selain itu pula para pegawai diharapkan dapat memberikan
solusi kepada masyarakat seandainya ada dokumen yang tidak
dapat mereka penuhi.

Selain pemahaman terhadap persyaratan yang ada,
proses mengeluarkan izin mendirikan bangunan erat kaitannya
dengan berbagai kebijakan seperti halnya dengan
memperhatikan tata letak bangunan dalam kaitan dengan garis
sempadan, koefisien dasar bangunan, koefisien ketinggian
bangunan, perhitungan retribusi serta dalam kaitannya dengan
rencana tata ruang kota.

Ketaatan dan kepatuhan atas kebijakan yang ada
mengharuskan adanya kondisi ketundukan penuh dan tidak
ada penolakan sama sekali terhadap implementasi kebijakan
Untuk itu, diperlukan keteguhan sikap para pelaksana
program dan semua pihak yang terkait untuk menumbuh-
kembangkan sikap patuh yang menyeluruh dan serentak.
Apabila terdapat potensi penolakan dari kelompok-
kelompok sasaran terhadap kebijakan maka harus
diidentifikasi untuk dicarikan pemecahannya.

Dunn (2000:28) mengatakan bahwa: “Analisis
kebijakan didefinisikan sebagai pengkomunikasian, atau
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penciptaan dan penilaian kritis, mengenai pengetahuan yang
relevan dengan kebijakan”, Kualitas analisis akan kebijakan
yang dijalankan sangat penting dalam Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Manado untuk memperbaiki
pelayanan penzxnan yang dlbcnkan kepada masyarakat.
dan harapan yang diinginkan. Begitu pula implementasi
harus didukung secara penuh, khususnya mengenai
pengambilan keputusan bagi pencapaian peningkatan
penerbitan izin medirikan bangunan dan alternatif
pemecahannya.

Tujuan organisasi akan tercapai apabila tujuan
tersebut dipahami secara sungguh-sungguh oleh setiap
pegawai. Peran pemimpin sangat penting dalam memberi
penjelasan tentang apa yang menjadi tujuan organisasi,
kemudian langkah-langkah apa serta strategi apa yang perlu
dilakukan dalam kerangka pencapaian tujuan itu. Kemudian
seberapa jauh tindakan organisasi dalam memberikan
penjelasan kepada masyarakat agar mengetahu apa yang
hendak dilakukan organisasi dalam kerangka pencapaian
tujuan. Beberapa cara yang tentunya perlu dilakukan adalah
setiap struktur maupun sub struktur. Evaluasi kinerja perlu
dilakukan dan dipertukan penghargaan bagi para pegawai yang
melaksanakan tugas secara profesional.

Syamsi (2000:100)muwdmm “Kejelasan
informasi yang lebih tepat dapat menghasilkan keputusan yang
lebih baik”. Tentunya hal ini ditujukan bagi unsur aparat
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pelaksanam:pm\masyarakagtcrikatmlanpmg
dengan izin mendirikan bangunan sebagai bagian dari
kebijakan yang ada. Untuk dapat menghindarkan
kesembrawutan pelayanan yang selama ini térjadi. Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado berkewajiban
ch]mnpmmmpelaymwizkmbadmkm ketentuan
yang berlaku melalui kebijakan yang ada melalui program
kerja yang jelas, tepat dan terarah.

Van Metter dan Van hom, (1975:467) berpendapat
bahwa prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat
ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan
secara akurat dan konsisten (accuracy and consistency)
disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh
dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi
komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam
implementasi kebijkan, maka kesalahan akan semakin kecil,
demikian sehaliknya.

Faktor komunikasi merupakan variabel
implementasi kebijakan yang sangat penting dalam
peningkatan kualitas pelayanan. la merupakan saram untuk
menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun
dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi
informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya
ketc(apanwahudalmnpenyampaianinfonnasi,hamsjelas

Sumber informasi yang berbeda akan melahirkan
interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan
efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah
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keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat
diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas
dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para
aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan
spesifikasi kebijakan sebenamya mereka tidak mengerti apa
sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor
kebijakan binggung dengan apa yang akan mereka lakukan
sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang
secara serius mempengaruhi kualitas pelayanan. Oleh
karenanya faktor sumber daya mempunyai peranan penting
jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan
suatu kebijakan, jika personil yang bertanggung jawab
mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-
sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka
2. Program
Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Manado telah dilengkapi secara struktural untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan
Pengembangan atas kebijakan tersebut dilakukan melalui
penyusunan program kerja yang disebut program kerja
tahunan yang bertumpuh pada sentra pemberdayaan potensi
— potensi yang dimiliki. Pengembangan kebijakan tersebut
dilakukan melalui pembuatan rencana stratejik Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado dengan melihat
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pexmkujamclami?spek?euganggamnkmngm,potemi
kepegawaian yang dimiliki dan kelembagaan yang ada.
Program kerja sebagai salah satu bentuk

mplaxumbbuakmaebagaimdikmmkakml(osm

bagaimana menterjemahkan tujuan-tujuan kebijaksanaan
kepada prosedur rutin dan teknik, melainkan lebih jauh dari
pada itu, melibatkan berbagai faktor mulai dari sumber daya,
hubungan antar unit organisasi, tingkat-tingkat birokrasi sampai
pada golongan politik tertentu yang mungkin tidak menyetujui
terhadap kebijaksanaan yang sudah ditetapkan”. Dengan .
demikian dalam menyusun program kerja tidak hanya harus
baik dalam perumusannya tetapi juga harus dapat
diimplementasikan dengan baik. Sebagaimana dikatakan
Eugene Bardach (1991 : 3) bahwa : “*Adalah cukup untuk
membuat sebuah program dan kebijakan umum yang
kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi

merumuskannya dengan kata-kata dan slogan-slogan yang
kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpindan
pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk
melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua

orang”.

Program kerja yang dimiliki oleh Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Manado merupakan penjabaran atas
tugas pokok dan fungsi yang ada sebagaimana Keputusan
Walikota Manado nomor 44 tahun 2009 melalui pelayanan
19 perizinan. Program kerja yang dibuat memuat proses dan
prosedur kerja, persyaratan, waktu pelaksanaan sampai pada
perhitungan retribusi.
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Mendukung rencana kerja, secara garis besar oleh
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado
berdasarkan wawancara yang dilakukan mengemukakan
bahwa program rencana kerja Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Manado tahun 2010 dalam upaya untuk
memenuhi strandar pelayanan prima yaitu :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur,

4) Program peningkatan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan.

5) Program peningkatan pengembangan perencanaan
kinerja dan keuangan.

6) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah.

Untuk mencapai apa yang telah diprogramkan seperti
tersebut diatas, sangat dibutuhkan kemampuan dari kepala
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado dalam
melaksanakannya melalui berbagai kegiatan dengan dukungan
sumber daya, sarana dan prasarana dan keuangan yang ada.
kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran
organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan
program, pengorganisasian, penggerakkan manusia,
pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian”.
Selanjutnya suatu kebijakan publik tidak mempunayi arti
penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan
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program, kegjatan atau proyek. Program merupakan rencéina
yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan
sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu
kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran,
ekbijakan, prosedur, metode, standar dan budget.

Kepala badan dalam pengelolaannya telah
menetapkan SDM pada bidangnya dalam pelaksanaan
program, hal ini dilakukan agar pelaksanaan program dapat
dilaksanakan dengan cepat dan berkualitas serta masyarakat
dapat terlayani dengan baik. Selain itu, kepala badan wajib
ikut dalam partisipasi terhadap program yang telah disusunnya
atau direncanakan. Keterlibatan langsung darn kepala badan
dapat dilakukan melalui pengawasan langsung atas apa yang
dilakukan oleh pegawai.

3. Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dalam upaya untuk dapat
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado telah
menetapkan persyaratan dan waktu penyelesaian dengan
membagi habis kesembilan belas perizinan dalam empat
bidang. Permasalahan yang paling banyak menjadi sorotan
dalam pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Manado adalah ketidak tepatan dalam waktu penyelesaian
terjadinya penumpukan beban kerja. Dengan segala
keterbatasan yang ada baik dalam hal keterbatasan sumber
daya manusia (kekuarangan personil), keterbatasan sarana
kantor serta tidak tertatanya dengan baik struktur organisasi
dimana tim teknis langsung berada di bawah Dinas tertentu
tidak langsung dibawah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu,
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untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dilaksanakan
termasuk hambatan — hambatan yang dihadapi dalam
pemberian pelayanan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan
kualitas pemberianizin mendirikan bangunan pada Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado sebagai pihak
penyelengara perizinan,

Kegiatan kepala badan yang sangat penting adalah
membangun semangat para bawahannya dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, hal ini dilakukan sebagai unsur
kesemangatan atau memotivasi agar selalu dapat memberikan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan jelas dan
tepat serta cepat tanggap terhadap situasi dan kondisi.
Kemudian yang terpenting lagi, kepala badan perlu untuk
segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh bawahan.
mendirikan bangunan yang datang ke Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Manado. Sebagaimana skema proses
pelayanan, pemohon akan langsung diarahkan oleh customer
service ke loket pelayanan yang dalam hal ini untuk izin
mendirikan bangunan ke loket dua. Diloket dua tersebut
masyarakat dengan memberikan penjelasan, memeriksa dan
mengarahkan masyarakat tersebut. Berkas yang telah
dimasukkan, oleh pegawai diloket tersebut dibawah ke petugas
pemeriksa yang selanjutnya diserahkan ke tim pemeriksa
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lapangan. Ketika selesai pemeriksaan dan dianalisis layak
untuk dikeluarkan izin maka masyarakat tersebut diberikan
izin untuk mendirikan bangunan dengan terlebih dahulu
diwajibkan untuk membayar retribusi. Proses kerja ini
ditetapkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Manado dalam jangka waktu kerja 10 hari kerja.

Kenyataan yang terjadi seperti informasi yang
diperoleh dari masyarakat dimana penyelesaian dalam
penerbitan izinmendirikan bangunan lebih dari 10 hari bahkan
ada yang lebih fatal lagi dimana ada yang sudah lebih dari 60
hari belum selesai juga permohonan izin mendirikan
bangunannya. Kenyatan inilah yang sebenamya memerlukan
perhatian dari pimpinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Manado dalam interpretasi kebijakan pembentukan
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado. Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado dibentuk dengan
harapan akan dapat memberikan pelayanan dalam bidang
perizinan dengan cepat, mudah, transparan dan pasti.

Penyelesaian waktu yang melebihi waktu yang telah
ditetakan yang ditambah dengan tidak transparannya
biaya yang harus dibayar memberikan penilaian negatif dan
masyarakat atas apa yang dilakukan oleh Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Manado. Interpretasi yang tepat dan
masyarakat kepada pemerintah.

Dalam upaya mempercepat dan meningkatkan
pada panduan yang dikeluarkan oleh LAN RI (1982 : 99)
bahwa : o
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Pelayanan yang berkualitas harus memenuhi unsur :
(1)Cepat, pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan cepat.
(2) Tepat, apa yang diberikan atau dilakukan benar mengenai
apa yang dibutuhkan.

(3)Murah, masyarakat memperoleh apa yang diinginkannya
dengan biaya murah.

(4)Ramah, pelayanan atau hubungan antara pejabat dengan
masyarakat dilakukan dengan sopan dan bersahabat.

Berkenaan dengan masih berbelit-belitnya proses
dan prosedur pemohonan ijin mendirikan bangunan, dan
lamanya waktu yang diperlukan tersebut akan menimbulkan
ekses yang kurang baik di lapangan. Baik dalam kaitannya
dengan penilaian masyarakat akan kinerja pemerintah,
penataan bangunan kota sampai pada menumpuknya
pekerjaan dari pemerintah khususnya dalam pelayanan izin
mendirikan bangunan.
dipisahkan dari kemampuan para implementor dalam
memahami kebijakan yang ada melalui tugas dan tanggung
kebijakan pelayanan perizinan terpadu akan terlihat dari
kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, memimpin,
maupun bersikap.

Kemampuan dalam kaitannya dengan ilmu
administrasi publik khususnya studi sember daya manusia
pada suatu organisasi akan sangat menentukan kinerja
organisasi tersebut. Jika sumber daya manusia tersebut
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semakin baik, oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk
meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang
menyangkut kemampuan intektual melalui peningkatan
Secara harafiah kompetensi berasal dari kata
competence yang artinya kecakapan, kemampuan dan
wewenang (Scale, 1975:9). Adapu secara etimologi
kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian
keunggulan seseorang pemimpin atau staf mempunyai
ketrampilan, pengetahuan, dan perilaku yang baik.
dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam
kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang
serta perilaku yang dapat diperdiksi pada berbagai keadaan
dan tugas pekerjaan. Dengan kemampuan inilah akan
dan benar menginterpretasikan kebijakan pemberianizin
mendirikan bangunan pada Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Manado.
pemberian izin mendirikan bangunan tidak dapat dilepaskan
dari adanya perilaku birokrat yang terjadi sejalan dengan
dan Van Hom (Parson, 2001:482) bahwa “efektifitas
perubahan, kontrol dan pemenuhan, jika ada tingkat konsensus
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yang tinggi maka kebijakan akan lebih sukses”, Dalam

pandangan Jenkins (1978:203) bahwa :
Esensi studi implementasi adalah studi perubahan,
yaitu bagaimana perubahan terjadi, bagaimana
kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. la juga
politik atau bagaimana organisasi di luar dan di dalam
sistem politik menjalankan urusan mereka dan
berinterkasi satu sama lain; apa motivasi-motivasi
mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain
yang mungkin membuat mereka bertindak secara
berbeda.

Dalam era reformasi saat ini, upaya membangun daya
saing nasional yang tangguh, perilaku dan tindakan-tindakan
aparatur pemerintah yang represif dan kurang peka terhadap
aspirasi serta partisipasi masyarakat, tidak demokratis, serta
penuh korupsi, kolusi, dan nepotisme, dapat mengakibatkan
potensi biaya sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang
mahal bagi masyarakat generasi kini dan mendatang, yang
pada akhirnya bermuara kepada krisis kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah. Penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang
cenderung menghambat saluran aspirasi dan partisipasi
masyarakat dan berbagai persoalan lainnya yang menunjukkan
dominasi kekuasaan pemerintah, kesemuanya itu akan
menunjukkan karakteristik bad governance. Kecenderungan
tersebut sebenarnya akan dengan sendirinya berkurang
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Franklin (1986), bahwa “keberhasilan implementasi relatif
hddtsnﬂnapabllakebuakmyabamfmdimibmiﬂkzbijakm
mgtﬂauﬁ:yamodaat,dmkebqakanmdnsmbuuﬁlyawﬂah
(dalam Parson, 2001:482).

Sifat kebijakan yang positif sebagaimana teori
tersebut, harus didorong untuk dibina dan dikembangkan
secara adil dan bertanggungjawab. Meskipun kerapkali, adil
dan keadilan itu relatif, namun dalam konteks pemberian
pelayanan publik, sudah jelas standamya, yakni aturan yang
berlaku, umpamanya Peraturan Dacrah dan Keputusan
Walikota untuk jasa layanan publik. Demikian pula dengan
sifat tanggung jawab aparatur mulai dari tingkat bawah sampai
birokrat tingkat puncak pada suatu daerah, harus dibina dan
dikembangkan rasa tanggungjawabnya, dalam hal ini tanggung
jawab terhadap bidang pekerjaannya dalam memberikan
layanan publik, terlepas dari ada atau tidak ada atasan ataupun
instansi pengawasan. Artinya, mereka harus diberi latihan,
dikembangkan rasa tanggungjawabnya terhadap dirinya
sendiri, bahwa apabila ia memberikan pelayan yang baik
bahkan yang terbaik, itu merupakan kehormatan bagi setiap
aparatur itu sendiri dan akan meningkatkan harkatnya sebagai
manusia sesuai dengan profesi public servant.

Jadi dalam konteks implementasi kebijakan ini,
pelajambabmmymgdlpunlehdmpmhnmmmdalah,

kesadaran bahwa public servant adalah suatu profesi yang
mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat.
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hanya akan lahir dari implementasi kebijakan yang baik.
Namun, patut juga diperhatikan bahwa, perlu diupayakan
perbaikan sistem imbalan jasa (reward) dan juga sistem
pemberian sanksi (punishment) secara proporsional bagi para
aparatur dan masyarakat. Artinya, terlalu riskan apabila kita
menginginkan adanya perbaikan implementasi kebijakan,
para atasan terhadap aparatur yang memberikan layanan jasa
publik kurang baik, akan memperburuk citranya dari
masyarakat sebagai pengguna jasa. I

Padahal, peranan pemerintah di berbagai negara,
khususnya yang sedang membangun, pada umumnya
mencakup aspek penyelenggaraan fungsi umum, seperti
penciptaan dan pemeliharaan rasa aman dan pengaturan
ketertiban umum, serta penyelenggaraan fungsi pembangunan
di bidang sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya untuk
kesejahteraan seluruh masyarakat. Dengan terjadinya
pergeseran paradigma dari government ke arah governance
yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan
keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan
masyarakat madam (civil society), menunjukkan
publik yang disebut dengan kepemerintahan yang baik (good
governance). Dalam hal ini, kepemerintahan yang
mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip
diterima seluruh masyarakat”. (Santosa, 2008:6)
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Keberhasilan organisasi publik sangat ditentukan
sumber daya me- -4sia yang memiliki nilai-nilai tersebut, dan
tugas pokok dan fungsinya, serta menentukan juga
pemanfaatan sumber-sumber lainnya yang dapat dikelola
secara efektif. Betapa pentingnya kontribusi terhadap
peningkatan/pengembangan profesionalitas sumber daya
manusia aparatur serta dampaknya terhadap kualitas
pelayanan yang diberikan mereka. Kualifikasi pendidikan dan
pengetahuan/keterampilan aparatur, memberikan beberapa
serta produktifitas mereka. Pertama, kesesuaian pendidikan
dengan tugas yang diberikan, terwujud pada kemampuan
beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan baru
dalam tugas, kualitas SDM sepadan dengan kapasitas beban
tugas menurut hierarki kewenangan dan tanggung jawab,
kemampuan spesialisasi yang dapat memberikan penguatan
individu terhadap tugas yang dijalankan. Kedua, kesesuaian
pengetahuan dan keterampilan terwujud pada: kemampuan
lebih cepat tumbuh oleh karena adanya semangat baru untuk
menciptakan kinerja yang lebih baik dan spesialisasi dalam
bidang tugasnya, kontribusi terhadap kemajuan tim dalam
suatu unit kerja untuk menyelesaikan tugas-tugas secara
kolektif, Ketiga, kesesuaian penempatan setelah program
pendidikan masih dalam tahap dikembangkan karena harus
berusaha memahami secara lebih baik menganai prosedur
nasing.
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Pengembangan profesionalisme sumber daya
rnelaltﬁpdaﬁhan,akanmtapidapaxptﬂamelaluipembaian
tugas-tugas tertentu. Tugas-tugas yang diberikan itutentu tugas-
tugas yang menghendaki pengembangan potensi diri para
aparat sendiri. Pemberian tugas merupakan kegiatan yang
baik, diberikan oleh seorang atasan kepada bawahannya
sehingga dengan pelaksanaan tugas-tugas itu, yang
bersangkutan akan tertantang untuk mengerahkan segala
kemampuan yang dimilikinya. la akan berusaha untuk
menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan tepat waktu dan
dengan hasil yang terbaik.

Agar implementasi kebijakan pemberian izin
mendirikan bangunan itu berhasil perlu dipahami dimensi
interpretasiimdmganbaik,sebabimerpmiakandapat
memperjelas pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Artinya
semakin baik interpretasi aparatur terhadap isi kebijakan itu

Kebutuhan utan;a bagi pelaksanaan kebijakan
yang seharusnya dilakukan, mereka harus memiliki cara
pandang yang sama terhadap isi kebijakan. Jika kebijakan
ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan, dan petunjuk
pdﬂ:mnmhdakhnyadwnmmmlmm;das.mm
cﬁlah:kmimplmmakanmemb\mmudmkebingtm
pandangan dari atasan mereka, atau bahkan membuat
kebijakan sendiri.
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Interpretasi dalam pemberian izin mendirikan
bang\mandxkomManadoakamcrlilmdarimudabﬁdaknya
aparatur memahami isi kebijakan itu. Adanya kemudahan
aparatur menginterpretasi isi kebsjakan itu akan sangat
berkaitan dengan kualitas sumber daya yang dimiliki baik dari
pendidikan, pengalaman, keahlian oleh para implementor.
memiliki kewajiban untuk menginterpretasikan atau memaharmi
isi kebijakan yang ada. Ada tidaknya kesulitan aparat dalam
menginterpretasikan kebijakan penerbitan izin mendirikan
bangunan akan sangat tergantung pada kualitas sumber daya
dari aparat itusendiri. Interpretasi kebijakan penerbitan izin
mendirikan bangunan itu sudah dipahami namun tidak serta
merta dapat mempercepat penerbitan izin mendirikan
bangunan, Karena itu masih perlu pemahaman itu lebih
dipertegas lagi. Sebab, apabila masih ada penafsiran yang
berbeda di antara sesama pegawai terhadap isi kebijakan
penerbitan izin mendirikan bangunan itu, maka isi kebijakan
itu akan sulit dilaksanakan (diterapkan).

Namun, agar aparatur mempunyai satu pandangan
dengan isi kebijakan itu, perlu ditingkatkan sosialisasi kepada
seluruh aparat pelaksana. Tujuannya, agar mereka memiliki
itu sendiri. Sebab jika masih terjadi kekaburan interpretasi
(penafsiran) antara implementor (pelaksana) dengan penerima
manfaat kebijakan, maka kebijakan itu akan sulit diterapkan.
Tegasnya, terwujudnya interpretasi (penafsiran) yang sama
apabila telah ada kejelasan atau cara pandang yang sama,
seperti kejelasan tugas, harus ada interpretasi yang sama
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impelementor terhadap tugas yang akan dilaksanakan, dengan
kejelasan yang sama dan tidak ada kekaburan akan membuat
petugas pelaksanaisi kebijakan itu semakin lebih mudah
melaksanakannya. Sebaliknya, jika masih ada kekaburan
menginterpretasikan isi kebijakan akan berdampak kepada
petugas untuk mempercepat penerbitan izin mendirikan
bangunan akan terganggu. Interpretasi akan kebijakan ini juga
perlu diselaraskan secara bersama sama antara aparat
pelakana di Banan Pelayanan Perizinan Terpadu maupun di
Dinas Tata Kota.

Aparatur pelaksana haruslah memiliki komitmen
terhadap keberhasilan pemberian izin mendirikan bangunan.
Ini menggambarkan bahwa aparatur menyadari pemberian izin
mendirikan bangunan merupakan amanah yang dijalankan.
Namun demikian aparatur yang memiliki komitmen yang kuat
harus serta merta mempercepat penerbitan izin mendirikan
bangunan disamping itu tidak mengabaikan ketentuan yang
berlaku dalam penataan kota.

Adanya komitmen kuat dari aparatur terhadap
penerbitan izin mendirikan bangunan yang bermutu, itu akan
mencerminkan bahwa aparat sepenuh hati berupaya
mensukseskan keberhasilan pemberian izin mendirikan
bangunan. Terinternalisasinya komitmen yang jelas sebelum
terinternalisasi (dihayati) dengan baik tentang pemberian izin
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mendirikan bangunan proses implementasi kebijakan
pemberian izin mendirikan bangunan itu tidak bermakna.

Komitmen yang kuat dari aparatur akan menjadi
pemandu bagi mereka dalam penerbitan izin mendirikan
bangunan sebagai tugas sehari-hari yang harus dilakukan.
Komitmen yang terbentuk dengan sendirinya dapat
meningkatkan profesionalisme dan kemandirian aparatur
bukan hanya sebatas untuk melayani publik secara rutinitas
saja. Karena itu. adanya komitmen yang kuat dalam diri
aparatur akan membuat mereka termotivasi memberikan
pelayanan yang terbaik. Sebab. komitmen juga menjadi
standar pelaksanaan penerbitan izin mendirikan bangunan,
maupun menjadi inspirasi atau menjadi pendorongan dalam
pelayanan, Disnmpingituapwamakmsanakinlebihmwah
merumuskan program-program unggulan yang berkaitan

Tidak adanya program yang jelas tentang penerbitan
izin mendirikan bangunan, tentu saja ini berkaitan erat dengan
belum adanya perencanaan yang pasti, dan secara konsisten
tcnuangdalammmcmaadalmndinasataupadanyangada.
Suatu program adalah turunan dari perencanaan yang disusun
secara objektif dan akurat untuk menuju masa depan
menengah, maupun perencanaan jangka panjang. Adanya
kegiﬂanymgnlmdﬂﬂnimkm\yambahimndmgm
fasilitas dan sumber daya dan dana yang tersedia schingga
akan digunakan sebagai pemandu arah tujuan yang hendak
dicapai.
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Kurangnya program yang berkaitan langsung dengan
mhmmnwndﬂkmmummemmm
peneliti dilapangan karena tugas aparat tentang penerbitan izin
mendirikan bangunan itu sendiri hanya bersifat memfasilitasi
para pemohon. Karena sifatnya memfasilitasi tampaknya

program penerbitan izin mendirikan bangunan tidak begitu
prioritas, Sesungguhnya, meskipun itu hanya memfasilitasi
dengan baik, sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja
petugas pelayanan, demikian juga kesuksesan program harus
diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sebab
tidak diperlengkapi dengan peralatan yang memadai untuk
mencapai tujuan maka penerapan tujuan penerbitan izin
mendirikan bangunan itu juga tidak optimal.

Sementara itu kurang konsistennya aparatur
menjalankan program pemberian IMB, karena mereka tidak
pemberian izin mendirikan bangunan ini membuat publik kurang
termotivasi mengurus izin mendirikan bangunan. Bila
diinterpretasikan kurang konsistennya aparatur terhadap
pentingnya penerbitan izin mendirikan bangunan dipahami
publik. Kondisi ini tentu memberikan hasil yang minimal,
tentang penerbitan izin mendirikan bangunan itu sendin. Adanya
konsistensi menjalankan program akan mempermudah untuk
mengetahui tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan, oleh
siapa bilamana dan bagaimana melaksanakannya yang pada
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Aspek Aplikasi Dalam lmplement‘asi Kebijakan
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Manado

Dalam implementasi kebijakan, aspek aplikasi
merupakan konsep yang dikemukakan oleh Jones. Menurut
Jones (1996 : 296) Application: the routine provision of
Services, payment, or other agreed upon program
objectives or instruments"'. yang dimaksud aplikasi adalah;
“Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang
disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Oleh
karena itu aplikasi mengacu pada pelaksanaan pekerjaan yang
meliputi penyediaan barang dan jasa”.

Aplikasi suatu kebijakan publik merupakan faktor
menentukan implementasi kebijakan publik. Pelaksanaan
tujuan program dan perangkatnya. Implementasi kebijakan
yang akan dilaksanakan dengan pengerahan segala sumber
daya melalui aplikasi ini diharapkan akan muncul respon dari
dan kelompok masyarakat apakali menerima atau menolak
hasil kebijakan tersebut.

Aplikasi dalam implementasi kebijakan
penyelenggaraan perizinan terpadu merupakan pelaksanaan
bangunan merupakan satu dari Sembilan belas jenis perizinan
yang ditetapkan dalam kebijakan penyelenggaraan perizinan
terpadu di Kota Manado. Aplikasi atas impelementasi
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kebijakan penyelenggaraan perizinan terpadu dapat terlihat
prosedur, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis operasional
dan pengawasan yang kesemuanya diarahkan kepada

Sebagai upaya untuk dapat memberikan pelayanan
yang cepat, mudah, transparan dan pasti, Pemerintah Kota
Manado dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan
perizinan terpadu berusaha menetapkan suatu standar dalam
ruang kerja, ruang loket pelayanan yang kesemuanya ditata
sedemikian rupa baik letak maupun jumlah dan kondisinya.
Hal ini dilakukan dengan harapan untuk kepuasan pelayanan
kepada masyarakat yang ada.

Letak kantor merupakan suatu upaya yang nyata
terlihat dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado dengan
menempatkan kantor pelayanan di daerah pusat pemerintahan
kota yang mudah untuk diakses langsung oleh masyarakat.
Akan tetapi letak kantor tidak diikuti dengan kondisi raung
mengurus izin, kontor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Manado baik berdasarkan observasi maupun pengakuan
melayani. Keadaan ini juga diikuti dengan kekurangan sarana
keadaan ini memberikan dampak yang kurang baik dalam
aplikasi kebijakan penyelenggaran terpadu di Kota Manado.
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Upaya untuk dapat memberikan pelayanan yang
cepat sehingga masyarakat penerima layanan terpusakan
sangat sulit diwujudkan. Aplikasi melalui upaya perbaikan
pada standart pelayanan melalui sarana pendukung kerja
merupakan suatu langka yang tepat. Akan tetapi kondisi ini
akan menjadi tidak berarti jika pada akhimya tidak dilakukan
dengan sepenuh hati dalam pemebuhan kebutuhan pelayanan.
Oleh karenanya keseriusan dan itikat dari pemerintah kota
untuk memberikan pelayanan perizian yang cepat, mudah,
transparan dan pasti masih merupakan sebuah tanda tanya.

Efektifnya suatu pelayanan yang diperankan oleh
aparat menuntut sikap keterbukaan dan perilaku aparat dalam
melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih
optimal. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa
tanggung jawabnya serta berorietasi pada kebutuhan
masyarakat. Namun pada kenyataannya bahwa masyarakat
sering menemukan kesulitan dan keluhan dalam memperoleh
pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah.
Sebagaimana pendapat Rasyid (1997 : 142) bahwa hampir
setiap warga masyarakat yang datang berurusan ke kantor-
kantor pemerintah kota adalah bertemunya dengan pegawai
berseragam yang kurang ramah, kurang informatif, lambat
dalam memberikan pelayanan, mata duitan dan kurang
profesional, yang merupakan gambaran ekstrim aparatur
pemerintahan di Indonesia.

Masyarakat selalu menilai perilaku dan tindakan-
tindakan pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya apakah
sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan moral atau tidak yang
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lamban, kurang responsif terhadap keluhan dan kebutuhan
masyarakat, kurang terbuka, kurang efisien dan acap kali
korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagaimana pendapat Thoha
(1998: 119-120) bahwa peranan birokrasi yang selama ini
suka mengatur dan meminta dilayani sudah seharusnya diubah
menjadi suka melayani, suka mendengarkan tuntutan,
kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat, dari yang suka
menekankan kekuasaan dan monolog, mau tidak mau harus
diubah menjadi fleksibel, kolaborasi, dan dialogis, dan cara
yang sloganis diubah menjadi cara-cara kerja yang realistik
dan programis.

dari aparat dalam memberikan pelayanan publik yang hanya
sekedar melepaskan kewajibannya sebagai pegawai
pemerintah dan abdi negara namun tidak berperan maksimal
sebagai abdi masyarakat. Banyaknya keluhan masyarakat
yang disampaikan melalui media massa maupun sarana lainnya
tentang kurang lancamnya pelayanan umum yang diberikan
pemerintah kepada masyarakat, proses yang berbelit-belit,
tarif penyelesaian urusan yang melebihi ketentuan yang
liar guna memperlancar proses layanan tersebut.

Pada dasamnya aparat yang mengetahui dan mengerti
segala sesuatu yang berhubungan dengan layanan umum
kepada masyarakat baik berkenaan dengan persyaratan dan
prosedur layanan, waktu layanan, serta biaya yang diperlukan
namun fenomena yang terjadi bahwa perilaku aparat
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mengaburkan semuanya yang menunjukan bahwa perilaku
aparat belum menunjukkan tugas dan fungsinya sebagai
pelayan masyarakat.

~Aplikasi terhadap implementasi kebijakan
penyelenggaraan terpadu juga dalam kaitannya dengan standart
pelayanan juga terkait didalamnya menyangkut prosedur
pelayanan yang diberikan. Untuk dapat memberikan kepastian
dalam pemberian perizinan, Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Manado telah menetapkan bagan alur kerja
informasi. Adapun alur proses pelayanan terlihat seperti di
bawah ini :

Gambar V.2
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Melengkapai alur proses pelayanan, Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu K ota Manado telah membentuk
loket pelayanan berdasarkan jenis perizinan yang dibutuhkan
ohhunsyuﬂmsebapibadanymgdibmn&mmkmdsymﬁ
pdaympaizinmsdmmyasegnhlnlymgbeﬂmb\mgan
dmganpengtmsmpcﬁn’mndihkukmdiBadeehymm
Perizinan Terpadu Kota Manado. Akan tetapi kenyataan ini
bangunan, kenyataan yang terlihat serta pengakuan dari dua
informan dari unsur DPRD Kota Manado proses pelayanan
perizinan yang diterapkan di Kota Manado masih amburadul
atau belum tertata dengan baik. Menurut kedua informan ini
seharusnya Manado menerapkan pelayanan perizinan secara
data-datanya bisa ter-update dengan jelas, penerapan yang
masih dilakukan melewati beberapa pelayanan sebelum
mendapatkan surat izin. “Contoh untuk IMB, harus diurus
dulu di Dinas Tata Kota, kemudian perizinannya keluar dari
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado™,

Selain alur kerja, penyelenggaraan pelayanan
perizinan juga telah dilengkapi dengan pedoman kerja berupa
bmasanwaktupenyelesaiansenapcxsayaramnyanglmms
suatu permasalhan yang dihadapi oleh Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Manado. Kenyatan menunjukkan
bahwabataswaktuyangditetapkanbamsebatasslogan
yangb telah ditentukan.

Ketuimnbatanpenwledanpaizimnoldxkepah
badan maupun kepala bidang pelayanan II dimana tim teknis
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kesulitan mengatur waktu untuk turun ke lapangan dalam
memerika lokasi. Keadaan ini juga diperparah dengan tidak
adanya sarana pendukung untuk digunakan oleh tim teknis
biaya operasional dari dinas terkait maupun dari Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado serta kurangnya
personil baik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Manado maupundi dinas terkait.

Dengan kondisi yang dihadapi oleh Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Manado seperti dikemukakan diatas

mendapatkan solusi yang berakibat pada pembengkakan biaya
serta “meniadakan” prinsip — prinsip kelayakan dalam

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan inj
diperlukannya suatu perubahan yang perlu dilakukan oleh
pemerintah kota baik dalam penataan struktur organisasi
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado dengan
langsmgmcrmxpakantimtdmi_sdi Badan Pelayanan Petizinan
TerpaduKota Manado vang diikuti dengan pemenuhan sarana
dan prasarana termasuk penambahan biaya operasional Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado. Selain itu pula
untuk dapat menvelesaikan praktek — praktek yang tidak baik
dalam pelayanan seperti penambahan biaya pengurusan
terkait,
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Aplikasi atas implementasi kebijakan
penyelenggaraan izin mendirikan bangunan pada badan
pelayanan perizinan terpadu tidak dapat dipisahkan dari
pengawasan. Pengawasan perlu dilakukan mulai dari tahap
perencanaan kerja maupun pengawasan dalam pelaksanaan
serta pengawasan atas bangunan yang melanggar izin pendirian
pendirian. Terlaksananya pengawasan tersebut diakui didak
dapat hanya dilakukan oleh pemerintah saja akan tetapi perlu
juga peran serta dari masyarakat untuk turun mengawasinya
pendirian bangunan dan tidak melanggar penggunaan izin
mendirikan bangunan,

Dimensi aplikasi dalam proses implementasi
kenyataan di lapangan, banyak hal yang masih perlu dilakukan
dalam mendukung proses implementasi kebijakan. Secara
umum yang perlu diperhatikan adalah pengisian dan
penempatan aparat didalam upaya pelaksanaan fungsi dan
tanggungjawab dalam memberikan layanan kepada
masyarakat. Keberadaan aparat birokrasi sangat penting
dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan kepada
masyarakat. Penempatan aparat birokrasi di Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu yang hanya berjumlah 32 orang
tentunya menjadi salah satu kendala dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan, untuk mendukung proses
Secara teoritis kenyataan empirik ini sejalan dengan yang
dkemukakan Hoogewerf (1983:157-161) salah satu unsur

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado 127



Dr. William Agustinus Areros, M.Si.

publik, adanya unsur pelaksana organisasi maupun perorangan
yangbenmggmg’awabdalampmgelolm pelaksanaan dan
Pemikiran hoogewerf di atas, perlu mendapat
pedmkmpadapnmmyaapamyangduanpa&andn
Badan Pelayanan Perizinan terpadu merupakan aparat
terpadu termasuk didalamnya pemberian izin mendirikan
bangunan. Penempatan aparat yang sangat kurang tentunya
menjadikan penyelenggaraan dan pelayanan kepada
masyarakat tidak optimal. Hal ini secara tidak langsung akan
menjadi salah satu kendala dalam proses implementasi
kebuakmw\ydawmpmmmwpadu di Kota Manado
Kenyataan empirik di atas, sejalan dengan konsep
pemikiran yang dikemukakan Wahab (1997:64) bahwa
keberhasilan implementasi kebijakan publik harus
memperhatikan, kepada siapa program itu ditujukan, yaitu
kelompok sasaran, dalam hal ini masyarakat di Kota Manado.
Dengan mengikuti konsepsi pemikiran Wahab di atas, dapat
penyelenggaraan perizinan terpadu, agar tujuan kebijakan
diwujudkan. Karena kebijakan itu sendiri berorientasi untuk
kepentingan masyarakat.
Pendapat yang dikemukakan Wahab relevan

dengan pemikiran Hoogewerf (1983:161) bahwa salah satu
unsur penting dalam menunjang keberhasilan implementasi
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kebijakan publik, sejauhmana target group atau kelompok
masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan
Hoogewerf di atas, maka keberhasilan implementasi kebijakan
masyarakat yang ada di Kota manado dapat menerima
manfaat dan pelayanan yang lebih baik dari aparat pelaksana
di di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado dalam
pemberian [zin Mendirikan Bangunan. Oleh karena itu proses
sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat di bidang perizinan termasuk didalamnya izin
mendirikan bangunan.
(penerapan) implementasi kebijakan penerbitan izin
mendirikan bangunan di kota Manado. Sasaran kebijakan itu
yaitu mempermudah dan mempercepat penerbitan izin
mendirikan bangunan kepada pemohon. Apabila
ditemukannya kondisi dimana tidak optimalnya penerapan
kebijakan ini tentu saja akan membuat pemohon izin
mendirikan bangunan kurang termotivasi mengurus izin
mendirikan bangunannya.
Sesungguhnya, aplikasi (penerapan) isi kebijakan
sangat penting dipahami, sebab sebagus apapun isi kebijakan
itu dirumuskan, bahkan turunan petunjuk teknis
pelaksanaannya, kalau penerapannya tidak sukses maka
isi kebijakan maka akan semakin efektif suatu implementasi
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kebijakan itu sendiri, dan rarget group pun sebagai sasaran
kebijakan itu, akan merasakan manfaat kebijakan itu sendiri.
Sebab, dengan kebijakan ita akan terwujud kemudahan
pammmpambm-:mmduikmbmg\mm. Publik akan
merasakan adanya manfaat kebijakan itu sendiri. Namun,
kondisi yang terjadi di kota Manado justru kurang baik.
Artinya, perlu dilakukan pembenahan terhadap dimensi
aplikasi dalam rangka pemberian izin mendirikan bangunan
ini mendesak untuk dilakukan karena dimensi ini merupakan
akhir dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Kmmgbailmyamkebuahn itu diimplementasikan
dapat terlihat dari penataan organisasi dimana seperti yang
dikamhkmsebelmwadixmBadedaymmPam
Terpadu hanya di lengkapi dengan 32 orang pegawai, secara
di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu akan tetapi kenyataanya
tetap berada di Dinas Tata Kota, Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu lebih bersifat badan kolektor berkas (segala proses
penentuan kelayakan tetap dikendalikan oleh Dinas Tata
Kota), fasilitas penunjang kegiatan yang berupa sarana dan
prasarana termasuk dana operasional tidak sesuai dengan yang
dibutuhkan.

Kenyataan tersebut diatas memberikan penjelasan
bahwa sesungguhnya telah terjadi pengingkaran otonomi
daerah, pemerintah kota tidak sepenuh hati memfungsikan
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk memberikan
masyarakat. Aparatur pelaksana selaku implementor
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memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan bermutu yakni cepat,
murah, dan terjangkau. Memperhatikan pemberian izin
mendirikan bangunan yang bermutu kalau tidak diimbangi
dengan kewenangan yang cukup dan sarana yang memadai
tentu akan sia-sia. Sebab pelayanan kepada publik merupakan
tugas yang paling berat karena menyangkut biaya dan
komitmen yang kuat untuk menjalankannya. Karena itu,
menegakkan prinsip pelayanan penerbitan izin mendirikan
bangunan yang bermutu harus dipacu dengan kewenangan
(merumuskan ide-ide) yang dapat mempercepat proses
pimpinan menerapkan hukuman berupa tegoran dan
memberikan penghargaan kepada pegawai yang terbaik
memberikan pelayanan dalam penerbitan izin mendirikan
bangunan,

Disamping itu, tindakan koreksi yang dilakukan
terhadap kinerja pegawai pun harus disertai dengan ketegasan
pimpinan menerapkan punishment dan rewards. Sebab,
apabila aparatur melakukan kesalahan yang berhubungan
dengan pekerjaan dan jabatan yang disandangnya, atasan
dapat memberikan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan
yang dilakukan aparatur yang bersangkutan dengan
berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku (Thoha,
2007:26).

Karena itu, tidak heran ditemukan dilapangan masih
ada aparatur (oknum) yang menerima kutipan-kutipan di luar
bagaikan barang yang dapat diperjual-belikan. Jika jasa
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perizinan telah diperjual -belikan akan merugikan negara
secara umum, yang pada gilirannya citra pemerintah
kecamatan di mata publik menjadi negatif. Karena itu sangat
dibutuhkan ketegasan pimpinan untuk menindak atau memberi
sanksi (punishment) kepada aparatur yang menyimpang dari
norma, jika ada ketegasan pimpinan menerapkan sanksi dan
semakin lebih baik. Demikian juga, jika pimpinan melakukan
pengukuran tanpa diimbangi dengan alat yang terukur, atau
pimpinanlnnyamelihattingkatkepanﬂmnpegnwaiuhadap
atasannya lalu mendapat penilaian yang baik, tentu saja hal ini
akan membuat pegawai lain menjadi apatis dan malas bekerja.
Sikap malas bekerja tercermin dari tingkat kehadirannya,
kewpmmmenyelwaikanmgaspetmbimnizinmendidkm
bangunan atau menunda-nunda pelayanan.

Permohonan pemberian izin mendirikan bangunan
perlu diimbangi dengan program yang rasional dan objektif
terutama pemetaan penggunaan lahan untuk pemukiman
(rumalvpertokoan/fasilitas kantor maupun sosial/ industri dan
yang dibuat oleh Dinas Tata Kota. Artinya, sebelum berkas
pemohon diteruskan ke Dinas Tata Kota, sebaiknya pihak
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terlebih dahulu
dterbitkan apakah sejalan atau bertolak belakang dengan
rencana tata ruang yang ditetapkan pemerintah.
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jalur hijau atau pengembangan perluasan jalan pembangunan
perkotaan, atau pembangunan itu berada di lahan resapan
air. Demikian juga pemohon mengurus izin mendirikan
terutama setelah selesai dibangun apakah betul-betul
digunakan untuk tempat tinggal atau justru disewakan. Sebab,
tempat tinggal tetapi setelah selasai dibangun justru dibuat
kos sudah diatur izin mendirikan bangunan nya dalam Perda
No 14 Tahun 2000 tentang Izin Sewa Bangunan (ISB).
Adanya kesulitan untuk memantau penggunaan izin
mendirikan bangunan akibat lemahnya pengawasan dan
penertiban izin rumah kos, data-data perizinan izin mendirikan
bangunan yang diterbitkan pemerintah tidak dipantau.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah
terhadap pelaksanaan penerbitan izin mendirikan bangunan
yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini
menggambarkan bahwa pengawasan itu dilakukan jika ada
permasalahan yang dapat mengganggu penerbitan izin
mendirikan bangunan. Meskipun pengawasan mempunyai
hubungan yang erat pelayanan publik sebagaimana
dikemukakan Indrawijaya (2000:122) yang mengatakan
“terdapat keeratan yang cukup tinggi antara pengawasan
dengan pelayanan publik”, tetapi jika tidak ada komitmen
pimpinan melakukan tindakan kepada pegawai yang
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menyimpang dari norma maka pengawasan itu tidak
bermakna. :

Pengawasan yang kadang-kadang dilakukan, itu
menggambarkan belum adanya alat ukur yang terukur, dan
pemerintsh tidak diperlengkapi dengan Sumber Daya Manusia
(SDM) seperti Satpol PP yang memadai dan sarana
pendukung seperti Buldoser. Sebab, bagaimanapun jika
pemohon menyimpang dari ketentuan penerbitan izin
mendirikan bangunan yang diberikan pimpinan dapat
melakukan tindakan tegas, yaitu dengan cara paksa untuk
membongkar bangunan tersebut.Karena itu, ketegasan
pimpinan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan
penerbitan izin mendirikan bangunan. Jika pimpinan belum
mampu menegakkan punishment dan rewards maka
pengawasan itu tidak bermakna, sebab pengawasan itu adalah
salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam

Sementara itu dalam hal pengajian penerbitan izin
mendirikan bangunan oleh masyarakat dimana masih
banyaknya masyarakat yang tidak melakukan penerbitan izin
mendirikan bangunan juga terkait dengan informasi dan
prosedur dan persyaratan yang ada. Tetapi jika persyaratan
yang diminta sulit dipenuhi, maka pemohon tidak akan
Persyaratan yang harus dipenuhi berupa K TP, kartu keluarga,
bukti pembayaran pajak dan gambar bangunan yang dibuat
arsitektur. :

Demikian juga dari dimensi aplikasi, agar
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itu berhasil perlu dipahami dimensi aplikasi itu dengan baik,
sebab aplikasi (penerapan) akan dapat memperjelas
pelaksanaan isi kebijakan itu sendiri. Pentingnya aplikasi yang
merupakan bagian dari kebijakan publik sejalan dengan
pendapat Anderson (1978:72) yang menyatakan
Application of the policy by the governments
administrative machinery to problem. Applying the
governments policy to the problem “. Implementasi sebagai
izin mendirikan bangunan,

Sehubungan dengan aplikasi ini, aparatur dituntut
untuk menerapkan isi kebijakan itu sendiri dengan cara
menyediakan sumber daya, sarana dan prasarana. Dengan
adanya pengerahan segala sumber daya dan dana diharapkan
akan muncul respon dari kelompok sasaran, apakah menerima
karena itu implementasi kebijakan mempunyai output yang
dapat memberikan owrcomes kepada kelompok sasaran,
sebagaimana Dunn (1994:338) menyatakan “the goods,
service, or resources received by target group and
beneficiaries". Segi aplikasi dalam proses implementasi
kebijakan juga diperlukan dalam rangka mengeliminasi
berbagai hambatan pelaksanaan kegiatan.

Lemahnya aspek aplikasi pemberian izin mendirikan
terhadap pemberian izin mendirikan bangunan. Lemahnya
pengawasan dalam penerbitan izin mendirikan bangunan mulai
dari proses penerbitan sampai pelaksanaan IMB di lapangan
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yang terukur dimiliki oleh aparatur. Disamping itu, peralatan
Misalnya, hasil pengamatan peneliti dilspangan masih ada
bangunan rumah yang menyimpang dari ketentuan yang
ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan, seperti
pembangunan yang melewati batas dalam menghadap ke jalan
protokol, daerah aliran sungai maupun dalam penggunaan
bangunan sementara aparatur pemerintah sulit melakukan
tindakan karena mereka tidak diperlengkapi peralatan yang
memadai seperti tenaga Satpol PP dan Buldozer.

Sulitnya penerapan pengawasan penerbitan izin
mendirikan bangunan, ini disebabkan tidak adanya ketegasan
‘untuk menerapkan reward dan punishment. Demikian juga
keteladanan pimpinan sangat diperlukan agar aparatur
bangunan. Jika masih terdapat perilaku pejabat yang mencla-
mencle alias plin-plan, tentu saja akan membingungkan
sikap aparatur memberikan pelayanan yang terbaik.

Karena itu, sangat dibutuhkan pengawasan ekternal
maupun internal. Demikian juga pengawasan dari Lembaga
legislatif (DPRD) kota Manado, selain berfungsi sebagai
dan menyetujui anggaran (budjeting) juga melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Manado Nomor 08 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan
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Bangunan (IMB). Sementara bila terjadi penyimpangan yang
oleh aparat kepolisian, dan pelanggaran yang mengarah
kepada korupsi juga dilakukan Komisi Pemberantas Korupsi
(KPK).

Pengawasan informal-ekternal dapat dilakukan oleh
civil society melalui berbagai lembaga swadaya masyarakat,
media massa, bahkan akademisi. Pengawasan formal-internal
dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) dan
(BPK), BPKP, Inspektorat Jenderal (Irjen) untuk pengawasan
administratif. Sementara pengawasan formal-internal juga
dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan,
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BABV
PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan
maka dapat disimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya
manusia dan fasilitas fisik yang dimiliki, tidak terlaksananya
fungsi pengawasan di lapangan atas bangunan yang tidak
memiliki izin mendirikan bangunan, serta masih adan
ketidakpatuhan masyarakat dalam mengurus izin mendirikan
mengakibatkan implementasi kebijakan pemberian izin
mendirikan bangunan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
di Kota Manado tidak berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka konsep
yang dapat dikemukakan adalah bahwa ketersediaan
sumberdaya kebijakan yang tepat dan diikuti dengan
pengawasan dan koordinasi atas kebijakan yang
diimlementasikan memberikan keberhasilan dalam proses
implementor dalam mengorganisasikan segala sumber daya
yang dibutuhkan untuk proses implementasi akan memudahkan
kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan. Untuk
mencapai tujuan implementasi kebijakan, pemerintah harus
melakukan tindakan yang berupa penghimpunan dan
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pengelolaan sumber daya yang dimiliki melalui metode yang
struktur organisasi yangmcngamhpadaupayame\wjm
kebijakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan atau
sasaran.

2, Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas,
maka dapat disarankan hal — hal sebagai berikut :
2.1. Saran Akademis

Secara akademis dalam upaya mengembangkan
teori implementasi kebijakan sebagai bagian dari ilmu
lebih lanjut menyangkut implementasi kebijakan pemberian
teori yang dikemukakan oleh Jones, (1996 : 166) maupun
penggunaan teori lainnya serta melalui pendekatan kualitatif
ketersediaan sumber daya dan pengawasan dalam
implementasi kebijakan.

2.2.Saran Praktis

1) Dilakukannya penataan kembali Badan pelayanan
Perizinan Terpadu dengan melalui penempatan pegawai
yang sesuai dengan beban kerja yang ada.

2) Perlu dilengkapinya sarana dan prasarana, dana
Badan pelayanan Perizinan Terpadu.

3) Perlunya pemahaman yang benar dan tepan akan
kebijakan bagi aparat pelaksana penerbitan izin
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mendirikan bangunan yang didukung oleh standar
prosedur kerja dengan mengedepankan objektifitas dan
transparansi yang dapat dipertanggung jawabkan kepada
publik sehingga peningkatan pelayanan kepada
masyarakat melalui penyelesaian perizinan dapat
dilakukan dengan memahami secara benar dan tepat
wewenang dan tanggung jawab yang diberikan melalui
perilaku kerja, peningkatan kompetensi kerja.

Perlu adanya pengaturan kembali (deregulasi) mengenai
proses dan prosedur implementasi kebijakan
pemberianizin mendirikan bangunan melalui pelayanan
terpadu menjadi lebih singkat dan sederhana.

Perlunya peningkatan pengawasan atas penerbitan izin
mendirikan bangunan secara terencana dan terpadu atas
bangunan yang belum maupun telah memiliki izin sebagai
perwujudan ketertiban kota dalam mengimplementasikan
kebijakan penataan kota.
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